
 

 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN 

AKIBAT HUKUMAN PENJARA SUAMI 

(Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto ntuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar 

Sarjana Hukum (S.H) 

 

Oleh : 

M. AGUS SALIM 

NIM. 1917302121 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM    

FAKULTAS SYARIAH                                                       

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN 

ZUHRI PURWOKERTO 

2024 

 

 



 

i 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 

Dengan ini saya : 

Nama  : M. Agus Salim 

NIM  : 1917302121 

Jenjang : S1 

Program : Hukum Keluarga Islam  

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “ANALISIS PUTUSAN 

HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN AKIBAT HUKUMAN PENJARA 

SUAMI (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms)” ini secara 

keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang 

lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang 

dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka. 

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik 

yang telah saya peroleh. 

 Purwokerto, 5 Januari 2024 

Saya yang menyatakan, 

 

 

 

M. Agus Salim 

NIM. 1917302121 

 



 

ii 
 

NOTA DINAS PEMBIMBING 

Purwokerto, 5 Januari 2024 

Hal  : Pengajuan Munaqasyah 

Lampiran  : 4 Eksemplar 

 

 

 

KepadaYth. 

Dekan Fakultas Syariah 

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Di Purwokerto 

Assalamu’alaikum Wr. Wb  

 Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui 

surat ini saya sampaikan bahwa 

Nama : M. Agus Salim 

NIM : 1917302121 

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah 

Program Studi : Hukum Keluarga Islam 

Fakultas : Syariah 

Judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS 

PERCERAIAN AKIBAT HUKUMAN PENJARA SUAMI 

(Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms) 

 Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang 

munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) 

 Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Dosen Pembimbing, 

 

 

 

M. Bachrul Ulum, M.H. 

NIP. 19720906 200003 1 002 





 

iv 
 

PERSEMBAHAN 

الرحيم  الرحمن الله بسم  

 Alhamdulillah atas izin Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi, meski kerap menemui hambatan dan rintangan, akan tetapi pada akhirnya 

selesai juga. Kupersembahkan karya ini untuk: 

Superhero dan panutanku, Bapak Akhmad Khaelani. Beliau memang tidak 

sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu 

mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu 

menyelesaikan studinya sampai sarjana. 

Pintu surgaku, Ibu Caroah. Beliau sangat berperan penting dalam 

menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan 

pendidikan sampai di bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do’a yang 

selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai 

sarjana. 

Dan Kakak-kakak tercinta (Eka Kurniawan dan M. Yudi Armanto) yang 

selalu membuatku ceria, dan tidak membiarkanku merasa sepi.  



 

v 
 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN 

AKIBAT HUKUMAN PENJARA SUAMI  

(Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms) 

 

M. AGUS SALIM 

NIM.1917302121 

 

ABSTRAK 

Perceraian merupakan pultulsnya pellrkawinan, yang me llngakibatkan pultulsnya 

hulbulngan sellbagai su lami istri. Gulgatan pellrcellraian dapat diaju lkan ollellh pihak su lami 

ataul istri. Perceraian yang diajukan oleh pihak istri disebut dengan cerai gugat. 

Perceraian ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu suami 

dipenjara. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis putusan 

hakim dalam kasus perceraian akibat hukuman penjara (studi putusan nomor 

1930/Pdt.G/2021/PA.Bms). Secara teoritis, penelitian ini menyajikan informasi 

mengenai pellrtimbangan hakim dalam mellmultulskan pellrkara kasu ls pellrcellraian akibat 

hulkulman pellnjara yang diharapkan terbukanya pemikiran akan pentingnya 

keilmuan di bidang percerain. Secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi 

dalam kebijakan publik terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

percerain akibat hukuman penjara. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian pustaka (library 

research) dengan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu 

penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang didapat dari hasil analisis 

terhadap salinan putusan perkara PA Banyumas nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms 

Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini ialah hasil analisis pada 

salinan putusan perkara PA Banyumas nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms. 

Sedangkan data sekunder dari penelitian ini ialah berasal dari buku, artikel, karya 

ilmiah, maupun jurnal yang digunakan sebagai bahan penunjang dari penelitian ini. 

Adapun teknik pengumpulan data ialah menggunakan dokumentasi dari Pengadilan 

Agama Banyumas. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim tidak memutuskan perkara 

perceraian nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms dengan alasan tergugat dipenjara. 

Melainkan dengan landasan sering terjadi perselisihan antara penggugat dan 

tergugat serta tidak dipenuhinya nafkah penggugat oleh tergugat. Hakim tidak bisa 

memutuskan perkara gugatan dengan alasan suami sedang menjalani masa tahanan 

karena penahanan tersebut masih kurang dari lima tahun penjara. Adapun hasil 

putusan hakim dalam perkara nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms berupa jatuhnya 

talak satu ba’in sughra dengan cara verstek karena tergugat tidak menghadiri 

persidangan. Sehingga apabila ditinjau dari aspek keadilan hukum, aspek kepastian 

hukum, dan aspek kemanfaatan hukum, maka aspek keadilan hukum belum 

sepenuhnya dipenuhi oleh majelis hakim. 

Kata kunci: Perceraian, Pertimbangan Hakim, Suami Dipenjara 
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MOTTO 

“Allah tidak pernah salah mempertemukan kamu dengan seseorang, hadirnya 

membawa salah satu di antara dua hadiah untukmu, yaitu kebahagian atau 

pengalaman” 

Imam Ghazali 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tentang pedoman 

transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut : 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 ṡa ṡ ث 

es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د 

 Żal Ż ذ 

zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز



 

xi 
 

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ ص 

es (dengan titik di 

bawah) 

 ḍad ḍ ض 

de (dengan titik di 

bawah) 

 ṭa ṭ ط

te (dengan titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ...`... koma terbalik (di atas)` ع 

 Gain G Ge غ 

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م 

 Nun N En ن 

 Wau W We و 

 Ha H Ha ھ
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 hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي 

 

B. Vokal 

1. Vokal Tunggal (monoftong) 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ 

 Kasrah I I ـِ 

 Dammah U U ـُ 

 

2. Vokal Rangkap (diftong) 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau Au a dan u وَْ...
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C. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

 Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ...

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua: 

1. Ta’ marbutah hidup (mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan    

dhammah, transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta’ marbutah mati (ta marbutah yang mati atau mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah /h/. 

3. Bila ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’ marbutah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h) 

Contoh: 

 Ditulis tahiyyatul masjid تحَِيَّةُ الْمَسْجِدِ 
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رَةُ   Ditulis al-madīnah al-munaw warah الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّ

 Ditulis al-jumu’ah الْجُمُعَةُ 

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Untuk konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

   Ditulis fabiayyi فَبِاىَ ِ 

 Ditulis ‘allama عَلَّمَ 

 

F. Kata Sambung 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

 Ditulis al-hamdu الَْحَمْدُ 

 Ditulis al-qalamu الْقلََمُ 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 

 Ditulis as-syamsu الَشَّمۡسُ 

سُلِ   Ditulis bir-rusuli بِالرُّ

 

G. Hamzah 

Hamzah yang terletak di akhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof. 

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 

 Ditulis syai’un شَيئ  

 Ditulis ta’wīlih تاَۡوِيۡلِه 
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 Ditulis ila إلى
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manu lsia adalah makhlu lk yang lellbih dimu lliakan dan diu ltamakan Allah 

dibandingkan dellngan makhlulk-makhlulk lainnya. Allah telllah mellnciptakan 

adanya atu lran tellntang pellrkawinan bagi manu lsia dellngan atu lran-atu lran yang tidak 

bollellh dilanggar, manu lsia tidak dibollellhkan bellrbulat sellmaulnya saja atau l sellpellrti 

dellngan tu lmbu lhan-tulmbu lhan kawin dellngan melllaluli pellrantaraan angin. Mellnulrult 

Kolmpilasi Hu lkulm Islam pada pasal 2 mellnjelllaskan bahwa: pellrkawinan mellnulrult 

hulkulm Islam adalah pellrnikahan, yaitu l akad yang sangat ku lat mīṡāqan galīẓan 

ulntu lk mellnaati pellrintah Allah dan melllakulkannya mellrulpakan ibadah.1 

Pellrkawinan selsuai delngan Ulndang-Ulndang Nolmolr 1 Tahu ln 1974 

tellntang Pellrkawinan, yang dimaksuld dengan pellrkawinan adalah hubungan batin 

dan lahiriah antara selolrang laki-laki dan selolrang pelrelmpuan selbagai pasangan 

suami istri yang belrtujuan untuk melmbelntuk kelluarga yang bahagia dan kelkal 

bellrdasarkan Kelltulhanan Yang Maha Ellsa. Ollelh karelna itu, pellrkawinan 

melrupakan suatu pelrjanjian yang kelselluruhan sudut pandangnya telrtuang dalam 

kata nikah atau tazwij dan melrupakan ulcapan sellrellmolnial yang sakral.2 

 
1 Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Pendais, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm 2. 
2 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan 

Hukum Adat”, Yudisia, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm 413. 
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Belrdasarkan Kolmpilasi Hukum Islam melnelkankan bahwa pelrkawinan 

adalah akad yang kuat, pelrjanjian yang kolkolh untuk melnaati pelrintah Allah dan 

mellaksanakannya melrupakan ibadah. Melnurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary 

melndelfinisikan nikah melnurut syara’ ialah akad yang melngandung keltelntuan 

hukum kelbollelhan hubungan selksual delngan lafadz nikah atau delngan kata-kata 

yang selmakna delngannya. 3  Jadi, pelrnikahan melrupakan selbuah pelmahaman 

atau kelselpakatan untuk melnjadikan hubungan selksual antara selolrang laki-laki 

dan selolrang pelrelmpuan sah delmi telrcapainya kelhidupan yang telntelram, pelnuh 

delngan keltelnangan dan cinta kasih delngan cara yang di ridholi ollelh Allah SWT. 

Pelrjalanan pasangan suami istri tidak sellalu mudah, dan ada kalanya pelrbeldaan 

suami istri melnjadi pelnghalang. Bahkan selselkali telrjadi pelrdelbatan diantara 

kelduanya yang tidak dapat disellelsaikan, kelcuali pelrpisahan. Pellrcellraian 

mellrulpakan sollulsi tellrakhir yang dapat ditellmpulh o llellh su lami-istri dalam 

mellngakhiri ikatan pellrkawinan. Prolsells pellrcellraian di Pellngadilan dapat dilaku lkan 

atas kellhellndak su lami disellbult cellrai talak dan atas pellrmintaan istri disellbult cellrai 

gulgat.4 

Istilah pellrcellraian tellrdapat dalam Pasal 38 U lndang-Ulndang Nolmolr 1 

Tahuln 1974 Tellntang Pellrkawinan yang mellmulat tellntang kelltellntu lan faku lltatif 

bahwa “pellrkawinan dapat pu ltu ls karellna: a. Kellmatian, b. Pellrcellraian, c. Atas 

pultulsan pellngadilan”. Jadi, istilah pellrcellraian sellcara yu lridis bellrarti pu ltulsnya 

pellrkawinan, yang mellngakibatkan pu ltulsnya hulbulngan sellbagai su lami istri ataul 

 
3 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), hlm. 3. 
4  Jefri Sulthonudin, dkk, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut 

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Legitima, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm 2. 
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bellrhellnti bellrlaki bini. Gulgatan pellrcellraian dapat diaju lkan ollellh pihak su lami ataul 

istri. 5  Talak adalah pellrcellraian karellna su lami ataul ku lasa hulkulmnya yang 

mellngaju lkan pellrmolholnan cellrai kellpada Pellngadilan. Selldangkan cellrai gu lgat yaitu l 

gulgatan pellrcellraian yang diaju lkan ollellh istri ataul kulasanya kellpada Pellngadilan 

yang daellrahnya melllipulti tellmpat kelldiaman pellnggulgat (KHI Pasal 73 (1)). 6 

Belrpisah dalam Islam bukanlah suatu batasan, namun melrupakan jalan telrakhir 

melnuju kelluarga, keltika tidak ada jalan kelluar altelrnatif. Pelrcelraian selbelnarnya 

sudah diatur selcara hukum dalam pasal 38 hu lrulf (b) Ulndang-Ulndang Nol. 1 

Tahuln 1974 tellntang pellrkawinan. Dijelllaskan bahwa pu ltu lsnya su latu l pellrkawinan 

dapat tellrjadi karellna adanya kellmatian, pellrcellraian, dan pu ltulsan pellngadilan.7 

Pellrcellraian walaulpuln dibollellhkan dalam hu lku lm Islam akan telltapi 

mellrulpakan pellrbulatan yang sangat dibellnci ollellh Allah SWT. Keltika tidak ada 

jalan lain untuk melnyellelsaikan pelrmasalahan yang timbul antara istri dan suami 

dalam pelrkawinan belrsama, maka sollusi ini ditawarkan.8 Pellrcellraian atas dasar 

pultulsan pellngadilan, dalam fikih sellring disellbult fasakh ataul pellmbatalan. Alasan 

ataul alasan-alasan sellbulah pellrkawinan bisa di fasakh ollellh pellngadilan misalnya 

karellna su lami ataul istri mellndellrita cacat, su lami tidak maul ataul mampul mellnafkahi 

istrinya, su lami ataul istri mu lrtad, su lami hilang, su lami pellrgi lama, sellrta su lami 

 
5  Ahmad Fauzi, “Hakikat Perceraian Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna 

Perceraian”, Mahkamah, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm 57.  
6 Isnawati, “Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, Al-

Adalah, Vol. XII, No. 1, 2014, hlm 195. 
7 Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Al-Adalah, Vol. X, 

No. 4, 2012, hlm. 416.  
8 Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh”, 

Jurnal El-Qanuny, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm 157. 
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dipellnjara.9 Bellrdasarkan pasal 39 ayat (1) U lUl Nol. 1 Tahu ln 1974 jol. Pasal 115 

KHI, pellrkawinan dianggap pu ltu ls apabila telllah di ikrarkan talak di dellpan sidang 

Pellngadilan Agama, selltelllah pellngadilan tellrsellbult bellrulsaha dan tidak bellrhasil 

mellndamaikan kelldula belllah pihak. U lUl Nol. 1 Tahu ln 1974 tellntang Pellrkawinan 

mellnganu lt prinsip mellmpellrsullit pellrcellraian, maka tata cara pellrcellraian diatu lr 

dellngan kelltat dalam pasal 39-nya, sellbagai bellrikult:10 

1. Pellrcellraian hanya dapat dilaku lkan di dellpan sidang pellngadilan. 

2. Ulntu lk melllakulkan pellrcellraian haruls ada culkulp alasan bahwa antara su lami dan 

istri itul tidak akan dapat ru lku ln sellbagai su lami istri. Adapu ln alasan-alasan 

tellrjadinya pellrcellraian dimu lat dalam Pasal 9 PP Nolmolr 9 Tahu ln 1975 jol. Pasal 

116 KHI sellbagai bellrikult: 

a. Salah satu l pihak bellrbulat zina atau l mellnjadi pellmabu lk, pellmadat, pellnju ldi, 

dan lain sellbagainya yang su lsah disellmbu lhkan. 

b. Salah satu l pelrkumpulan melninggalkan pihak yang lain dalam waktu yang 

lama (sellama dua tahun belrturut-turut) tanpa izin pihak lain, tanpa alasan 

yang sah, atau karelna alasan lain, misalnya kelgagalan.  

c. Salah satu l pihak mellndapat hu lkulman pellnjara 5 (lima) tahuln ataul hulkulman 

yang lellbih bellrat selltelllah pellrkawinan bellrlangsulng.  

d. Salah satu l pihak melllakulkan kellkelljaman ataul pellnganiayaan bellrat yang 

mellmbahayakan pihak lain. 

 
9 Ali Trigiyatno, “Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Fikih Dan 

Legislasi Negeri Muslim”, Arena Hukum, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm 391. 
10 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), hlm. 218-219. 
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e. Salah satu l pihak mellndapat cacat badan atau l pellnyakit dellngan akibat tidak 

dapat mellnjalankan kellwajibannya sellbagai su lami atau istri. 

f. Antara su lami dan istri tellru ls mellnellruls tellrjadi pellrselllisihan dan pellrtellngkaran 

dan tidak ada harapan u lntu lk hidu lp rulkuln lagi dalam ru lmah tangga.  

Melnurut Pasal UU Nolmolr 7 Tahun 1989, gugatan celrai dapat gugur 

apabila istri selbagai pelnggugat dan suami selbagai telrgugat melninggal dunia 

selbellum Pelngadilan Agama melngambil kelputusan UU Nolmolr 3 Tahun 2006, 

UU Nolmolr 50 Tahun 2009. Pada dasarnya pellrkawinan dilaku lkan ulntu lk sellulmulr 

hidu lp akan telltapi, jika pellrkawinan itu l telltap dilanju ltkan akan banyak 

kellmadho lroltan yang didapatkannya maka dalam kelladaan hal-hal tellrtellntu l 

pellrcellraian adalah jalan kelllular tellrbaik. Pada u lmulmnya pellrcellraian dilaku lkan ollellh 

pihak laki-laki yang mellncellraikan istrinya. Namu ln, di zaman moldellrn ini banyak 

pulla kasu ls yang dilaku lkan ollellh pihak istri mellnggulgat cellrai su laminya ataul 

disellbult dellngan cellrai gulgat. Cellrai gu lgat yaitul sellolrang istri mellnggulgat sulaminya 

ulntu lk bellrcellrai melllaluli pellngadilan, yang kellmuldian pihak pellngadilan 

mellngabu llkan gulgatan yang dimaksuld sellhingga pu ltuls hu lbulngan (istri) dellngan 

tellrgulgat (su lami) pellrkawinan.11 Pasal 65 U lUlPA mellnellgaskan bahwa pellrcellraian 

yang sah hanya dapat dilaku lkan di dellpan sidang pellngadilan selltelllah pellngadilan 

tidak bellrhasil mellndamaikan kelldu la belllah pihak.  

Salah satu l kasuls yang tellrjadi adalah selolrang suami yang melnggugat 

pasangannya untuk belrpisah karelna suaminya masuk pelnjara atau telrlibat kasus 

 
11 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 

739-740. 
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kriminal dan harus melndelkam dipelnjara. Sang istri melnggugat istrinya karelna 

khawatir dan melrasa canggung selbagai istri tanpa suami karelna suaminya pelrnah 

telrlibat kasus pellanggaran hukum dan masuk pelnjara. Maka saat ini banyak 

selkali pasangan suami istri yang melmutuskan ikatan pelrkawinannya delngan 

melnggugat suaminya agar belrpisah untuk mellanjutkan hidup melrelka mulai 

selkarang. Pellrcellraian atas dasar pu ltulsan pellngadilan, dalam fikih sellring disellbult 

fasakh ataul pellmbatalan.12 Alasan ataul alasan-alasan sellbu lah pellrkawinan bisa di 

fasakh o llellh pellngadilan misalnya karellna su lami atau l istri mellndellrita cacat, su lami 

tidak mau l ataul mampul mellnafkahi istrinya, su lami ataul istri mu lrtad, sulami hilang, 

sulami pellrgi lama, sellrta su lami dipellnjara.13  

Pellrcellraian karellna su lami dipellnjara disebut at-tafriq li adh-dharar ataul 

pellrcellraian karellna ada bahaya atau l kellrulgian adalah prinsip yang melnjadi dasar 

untuk pelngelmbangan idel telrselbut. Apabila suami di perjara selama bertahun-

tahun tentu akan mellndatangkan bahaya atau l kellrulgian bagi istri, maka dari itu l 

sellbagian mazhab fikih mellmbo llellhkan cellrai gu lgat karellna su lami dipellnjara 

sellbagaimana dinyatakan dalam mazhab Maliki dan Hanbali. Su lami dipellnjara 

sellbagai alasan cellrai gulgat di kalangan ellmpat mazhab disikapi mellnjadi dula 

pandangan bellsar. Kelllolmpolk pellrtama yang melllarang su lami dipellnjara sellbagai 

alasan u lntu lk cellrai gulgat, dan kelllolmpolk kelldula yang mellmbollellhkan su lami 

 
12  Mahmud, Mek Wok, dan Siti Zulaikha binti Mokhtar. "Mafqūd and Fasakh in the 

Writings of Muslim Jurists and Provisions of Malaysian Federal Territory Islamic Family Law: The 

Case of MH 370 Missing Plane", Intellectual Discourse 25, No. Special Is 2017, hlm. 581. 
13  Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati, “Fasakh Perkawinan Karena Istri 

Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 

1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.”, HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Volume 7 No. 3, 2017, hlm. 

188. 
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dipellnjara sellbagai salah satu l alasan cellrai gulgat. Cellrai gulgat dellngan alasan su lami 

dipellnjara dalam mazhab Maliki dan Hanbali pu ln tidak ellksplisit disellbult dalam 

kitab-kitab fikih mellrellka, dibollellhkannya cellrai gu lgat dellngan alasan ini pada 

dasarnya dibangu ln atas alasan dibollellhkannya cellrai gulgat karellna su lami hilang 

ataul ghaib.14  

Pellndapat yang melllarang cellrai dellngan alasan su lami dipellnjara dikellmulkan 

ullama dari Mazhab Hanafi dan Syafi’i sellrta Zhahiri. Mellnulrult kelllolmpolk ini, 

walaul su lami lama dipellnjara tidak ada celllah bagi istri u lntu lk mellminta cellrai, sama 

saja apakah tellmpat pellnjaranya ia kelltahuli ataul tidak. Kalau l sulami dipellnjara, 

dianggap ghaib sellmellntara yang ada kelljelllasan batas akhirnya. Jadi tidak selsuai 

jika kelltiadaan sellmellntara disikapi dellngan minta cellrai. 15  Sedangkan mellnulrult 

Imam Malik dan Imam Ahmad, hakim bollellh mellncellraikan su lami-istri karellna di 

pellnjara. Mellnulrultnya, su lami yang di pellnjara mellnyellbabkan kellrulgian bagi istrinya 

karellna sang sua laaami mellnjadi jaulh dari istrinya. Apabila pellngadilan mellnjatu lhkan 

volnis kellpada sang su lami dellngan pellnjara selllama tiga pullu lh tahuln ataul lellbih, dan 

kellpultulsan itu l adalah kellpultulsan yang su ldah final, lalu l sang su lami su ldah 

mellnjalaninya selllama satu l tahuln, maka istri bollellh mellngaju lkan gulgat cellrai 

kellpada hakim karellna kellrulgian yang dijalaninya.16  

 
14 Muhammad Ali Syarthawi, Syarh Qanun al-Akhwal asy-Syakhshiyyah (Amman: Dar al-

Fikr, 2010), hlm. 304. 
15 Mahmud Abbas Shalih Abu Isa, “at-Tafriq Baina az-Zaujaini bi Sababi Habs az-Zauj fi 

al-Fiqh al-Islami wa al-Ma’mul bihi fi al-Mahakim asy-Syar’iyyah fi adh-Dhaffah al-Gharbiyyah”, 

Tesis tidak diterbitkan, Universitas an-Najah al-Wathaniyah, Nablus, 2005, hlm. 39. 
16 Al-Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut Libanon: Daarul Kitab Al-a’rabi, 2013), hlm. 

190. 
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Sebab suami yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) hanya dapat 

menjalani hukuman atas apa yang telah mereka perbuat dan akan di bina hingga 

mampu menyadari kesalahan serta memperbaiki diri dan tidak mengulangi tidak 

pidana. Sehingga ketika keluar nanti akan diterima kembali oleh masyarakat, 

dapat berperan aktif di lingkungan masyarakat, dan hidup secara wajar dan 

tanggungjawab. Seorang suami yang menjadi narapidana tetap berkewajiban 

untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya, baik nafkah lahir maupun batin. 

Namun, ketika masih di dalam LP tentu ruang gerak seorang suami sangat 

terbatas. Hak kemerdekaannya menjadi hilang, sehingga mengakibatkan tidak 

terpenuhinya kewajiban tersebut. Apabila suami tersebut meninggalkan banyak 

harta benda yang mampu mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, 

tentu tidak akan memunculkan konflik yang dapat menimbulkan perceraian. 

Berbeda halnya dengan seseorang yang tidak meninggalkan banyak harta dan 

istrinya tersebut tidak memiliki penghasilan tetap, maka hal ini dapat 

menimbulkan permasalahan yang mengarah pada perpecahan keluarga. 

Sebagaimana dalam pultu lsan Pellngadilan Agama Banyu lmas Kelllas 1B Nol. 

1930/Pdt.G/2021/PA.Bms di dalamnya tellrdapat sellbulah pellrmasalahan rulmah 

tangga dimana antara pellnggulgat dan tellrgulgat su ldah tidak ru lkuln, telllah tellrjadi 

pellrselllisihan dan pellrtellngkaran yang tellruls mellnellruls. Pellrselllisihan antara 

pellnggulgat dan tellrgulgat disellbabkan karellna tellrgulgat jarang mellmbellrikan nafkah 

kellpada pellnggulgat u lntu lk mellmellnulhi kellbultulhan rulmah tangga dikarellnakan 

tellrgulgat masu lk pellnjara. Akibat pellrselllisihan tellrsellbult pellnggulgat dan tellrgulgat 

suldah pisah ru lmah selljak 4 bu llan yang lalu l dan selllama itu l kelldulanya belllulm 
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pellrnah bellrkulmpu ll lagi. Selllama pellrsidangan dilaksanakan tellrgulgat tidak pellrnah 

hadir mellskipu ln telllah dipanggil sellcara rellsmi dan patu lt, akan telltapi tidak hadir 

dalam pellrsidangan dan pu lla tidak tellrnyata bahwa tidak hadirnya itu l disellbabkan 

sulatu l halangan yang sah. Karellna tellrgulgat saat itu l selldang mellnjalani hu lkulman 

pidana di Lellmbaga Pellmasyarakatan Pu lrwolkellrtol. 

Nalar hakim dalam parameltelr 5 tahun dipelnjara ialah keltika Pelmolholn 

melngajukan celrai gugat dan mellampirkan surat pelrkara hukum teltap atau bisa 

dikatakan surat keltelrangan dari Pelngadilan Nelgelri atau Surat Keltelrangan dari 

Lapas Pelmasyarakatan. Dan keltika telrbukti belnar dipelnjara 5 tahun atau lelbih 

hakim mutlak untuk melmutuskan pelrkara telrselbut delngan dasar Pasal 19 huruf 

(c) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 9 tahun 1975 jol Pasal 116 huruf (c) Kolmpilasi 

Hukum Islam. Selmelntara itu, di Indolnelsia khusus alasan karelna dipelnjara 

undang-undang melneltapkan minimal 5 (lima) tahun dan sudah melmiliki 

kelkuatan hukum teltap selbagaimana telrcantum dalam pasal 19 Pelraturan 

Pelmelrintah Nol. 9 Tahun 1975. Akan teltapi, pada putusan pelrkara yang tellah 

dijellaskan di atas, Pelngadilan Agama Banyumas melmutus pelrkara celrai gugat 

delngan alasan karelna suami dipelnjara. Padahal, hukuman yang dijatuhkan untuk 

telrgugat bellum jellas antara lelbih atau kurang dari 5 (lima) tahun, dalam putusan 

pelrkara nolmolr 1930/Pdt.g/2021/PA.Bms karelna tidak ada surat keltelrangan dari 

Lelmbaga Pelrmasyarakatan yang melnyatakan bahwa suami tellah dipelnjara 

sellama lelbih dari 5 tahun. Hal inilah yang melndolrolng pelnulis untuk melngeltahui 

melngapa majellis hakim melngabulkan celrai gugat delngan alasan karelna suami 

dipelnjara. 
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Bellrpijak pada u lraian diatas, pellnullis tellrtarik u lntu lk melllakulkan pellnelllitian 

mellngellnai hal tellrsellbult dellngan ju ldull “Analisis Pultu lsan Hakim Dalam Kasu ls 

Pellrcellraian Akibat Hu lkulman Pellnjara Su lami (Stuldi Pu ltu lsan Nolmolr 

1930/Pdt.G/2021/PA. Bms)”. 

B. Definisi Operasional 

Pellnelllitian ini bellrjuldull “Analisis Pultulsan Hakim Dalam Kasu ls Pellrcellraian 

Akibat Hu lkulman Pellnjara Su lami (Stuldi Pultulsan Nolmo lr 1930/Pdt.G/2021/PA. 

Bms)”. Bellbellrapa istilah yang pellrlul mellndapat pellnjelllasan dari ju ldull tellrsellbult, 

gulna ulntu lk mellnghindari kellmu lngkinan tellrjadinya pellnafsiran yang bellrbellda 

dellngan maksu ld ultama pellnullis, sellbagai bellrikult: 

1. Pultulsan Hakim  

Pultulsan hakim adalah su latu l pellrnyataan hakim sellbagai pelljabat nellgara 

yang dibellri wellwellnang u lntu lk itu l, diu lcapkan dipellrsidangan dan bellrtuljulan 

mellngakhiri atau l mellnyelllellsaikan su latu l pellrkara atau l sellngkellta para pihak.17 

Maksu ld pultulsan hakim adalah hasil dan prolsells pellrsidangan di pellngadilan 

dalam bellntu lk tellrtullis dan disampaikan ollellh hakim. Pultulsan hakim yang 

dimaksu ld dari skripsi ini yaitul pultulsan Nolmolr Pellrkara 

1930/Pdt.G/2021/PA.Bms. 

 

 

 

 
17 HM. Soerya Respationo, “Putusan Hakim Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam 

Penegakan Hukum”, Yustisia, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm 105. 
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2. Pellrcellraian 

Mellnulrult istilah pellrcellraian mellrulpakan sellbu ltan ulntu lk melllellpaskan 

ikatan pellrnikahan.18 Pellrcellraian adalah bellrakhirnya su latu l hulbulngan dalam 

pellrnikahan, saat kelldula pasangan tidak ingin melllanjultkan kellhidu lpan 

pellrnikahannya, mellrellka bisa mellminta pellmellrintah ulntu lk dipisahkan. 

3. Hulku lman Pellnjara 

Sellcara elltimollolgi kata pellnjara bellrasal dari kata pellnjolrol (kata dari 

bahasa jawa) yang bellrarti tau lbat ataul jellra.19 Hulkulman pellnjara bellrarti dibu lat 

jellra dan ditu ljul kellpada o lrang-olrang yang melllakulkan tindak pidana 

sellbagaimana telllah melllanggar pellratu lran tellrsellbult. 

C. Rumusan Masalah  

Bellrdasarkan u lraian latar belllakang masalah di atas, polkolk pellrmasalahan 

yang akan dikaji dalam pellnelllitian ini adalah bagaimana pellrtimbangan hakim 

dalam mellmultulskan pellrkara kasu ls pellrcellraian akibat hu lkulman pellnjara suami 

dalam pu ltulsan pellrkara nolmolr 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelnellitian ini adalah: 

1. Untuk melngeltahui pellrtimbangan hakim dalam mellmu ltulskan pellrkara kasu ls 

pellrcellraian akibat hu lkulman pellnjara dalam pu ltulsan pellrkara nolmolr 

1930/Pdt.G/2021/PA.Bms.  

 
18 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 

hlm. 161. 
19 I Wayan Putu Sucana Aryana, “Efektifitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana”, 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 21, 2015, hlm 40. 
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2. Untuk melngeltahui dasar hukum yang digunakan hakim mellmultulskan 

pellrkara kasu ls pellrcellraian akibat hu lkulman pellnjara dalam pu ltulsan pellrkara 

nolmolr 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms. 

E.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pelnellitian ini adalah: 

1. Selcara akadelmis  

Delngan mellakukan pelnellitian ini, dapat melmpelrluas ilmu 

pelngeltahuan dan melmbelrikan sumbangan signifikan dalam ranah kelilmuan, 

telrutama dalam kolntelks hukum kelluarga. 

2. Selcara praktis 

Agar dapat melmbelri manfaat untuk masyarakat, melmbelrikan 

masukan polsitif kelpada pelnulis, dan pelnellitian ini diharapkan dapat lelbih 

melndalam dalam pelmahaman aspelk hukum pelrkawinan, telrutama yang 

belrkaitan delngan kolnselkuelnsi hukum pelrcelraian alasan suami belrada di 

pelnjara.  

F. Kajian Pustaka  

Dari kajian pu lstaka yang dilakukan ollellh pellnu llis, telrbukti seljumlah 

artikell ilmiah, telrmasuk telsis dan artikell lainnya, tellah ditulis melngelnai dampak 

pelrcelraian yang diakibatkan ollelh pelnahanan. Pelnulis melnelmukan seljumlah 

pelnellitian telrdahulu yang belrkaitan delngan pelnellitian saat ini mellalui olbselrvasi 

dan pelnellusuran litelratur, diantaranya: 

Pellrtama, skripsi dari Syaifu ll Bahri, Ulnivellrsitas Islam Nellgellri Syarif 

Hidayatu lllah Jakarta tahuln 2008, yang bellrjuldull “Cellrai Gulgat Istri Akibat Su lami 
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Dipellnjara Mellnulrult Hulkulm Islam Dan Hu lkulm Polsitif (Ananlisis Pu ltulsan Nol. 

1161/pdt.G/2007.PAJS)”.20 Pellnelllitian ini mellmbahas tinjau lan hulkulm Islam dan 

hulkulm polsitif tellrhadap pellrkara cellrai gulgat istri, karellna su lami dipellnjara. 

Mellnulrult hasil pellnelllitian cellrai gu lgat akibat karellna dipellnjara tidak dijelllaskan 

sellcara tellrpellrinci, namu ln khullul’ dibellnarkan ollellh Islam bu lkan karellna hulkulman 

pellnjara yang mellnjadi alasan istri tapi karellna pellrbulatannya yang melllanggar 

atu lran yang bellrlakul disellbulah Nellgara dan mellnyimpang disyariat Islam. Dalam 

hulkulm polsitif telllah diatulr Ulndang-ulndang Pellrkawinan Nolmolr 1 tahuln 1974 

pasal 39 ayat (2) hu lrulf (c) sellrta dalam Kolmpilasi Hulkulm Islam Bab XVI pasal 

116 hulru lf (c) mellnyatakan bahwa pellrcellraian dapat tellrjadi karellna salah satu l pihak 

mellndapat hu lkulman pellnjara 5 tahu ln ataul hulkulman yang lellbih bellrat selltelllah 

pellrkawinan bellrlangsulng. Pellrsamaan pellnelllitian ini dellngan skripsi pellnullis adalah 

sama-sama mellmbahas masalah pellrcellraian akibat su lami dipellnjara. Pellrbelldaannya 

pellnelllitian tellrsellbult bellrfolkuls pada du la pandangan yaitu l hulkulm Islam dan hulkulm 

polsitif, selldangkan pellnelllitian pellnullis bellrfolkuls pada parameltelr 5 tahun dalam 

prinsip melmpelrsulit pelrcelraian. 

Kelldula, skripsi dari Ali Trigiyatnol, IAIN Pellkalo lngan tahuln 2021, yang 

bellrjuldull “Su lami Dipellnjara Sellbagai Alalsan Cellrai Gulgat Pellrspellktif Fikih Dan 

Lellgislasi Nellgellri Mu lslim”.21 Dalam pellnelllitian ini, pellnu llis mellmaparkan hasil 

pellnelllitiannya tellntang pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i yang tidak 

 
20 Syaiful Bahri, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipenjara Menurut Hukum Islam Dan 

Hukum Positif (Analisis Putusan No.1161/pdt.G/2007.PAJS)”, skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008). 
21 Ali Trigiyatno, “Suami Dipenjara Sebagai Alesan Cerai Gugat Perspektif Fikih Dan 

Legislasi Negeri Muslim”, skripsi tidak diterbitkan (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021). 
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melmandang maslahat selbagai sumbelr fikih, melnyelbabkan keltidakmungkinan 

bagi selo lrang istri untuk melnuntut celrai delngan alasan suami dipelnjara. Di sisi 

lain, mazhab Maliki dan Hanbali yang melngambil dasar fikih dari maslahat, 

melmbelrikan kelselmpatan bagi istri untuk melngajukan celrai gugat delngan alasan 

suami dipelnjara dalam batas waktu telrtelntu. Kolnselp ini melnjadi selmakin kuat 

dalam struktur hukum kelluarga, selhingga tidak melnghelrankan jika nelgara-

nelgara Muslim yang dipelngaruhi ollelh mazhab Hanafi dan Syafi’i tidak 

melngado lpsi pandangan fikih dari keldua mazhab telrselbut, mellainkan belralih kel 

pandangan mazhab Maliki dan Hanbali, selpelrti yang telrlihat pada colntolh nelgara 

Indolnelsia dan Yolrdania. Pellrsamaan pellnelllitian tellrsellbult dellngan pellnelllitian 

pellnullis yaitu l sama-sama mellmbahas tellntang pellrcellraian akibat dipellnjara. 

Sedangkan perbedaannya yaitu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

landasan hukum positif yang bersumber pada putusan perkara nomor 

1930/Pdt.G/2021/PA.Bms, sedangkan dalam penelitian Ali Triyatno 

berlandaskan pada fikih dan legislasi negeri muslim. 

Kelltiga, skripsi dari Nu lru ll Anulgrah Zaskia Galib, Insitult Agama Islam 

Nellgellri Parell Parell tahuln 2021, yang bellrjuldull “Analisis Pu ltulsan Pellngadilan 

Agama Pinrang Tellntang Cellrai Gulgat Akibat Hulkulman Pidana (Stu ldi Pu ltulsan 

PA. Pinrang Nolmolr 180PDT.G/2019/PA.Pinrang)”. 22  Dalam pellnelllitian ini 

pellnullis mellmbahas mellngellnai pellrtimbangan hakim dalam mellmultulskan pellrkara 

cellrai gu lgat akibat hu lkulman pidana, bahwa ada bellbellrapa u lpaya-ulpaya yang 

 
22 Nurul Anugrah Zaskia Galib, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang Tentang 

Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana (Studi Putusan PA. Pinrang Nomor 

180PDT.G/2019/PA.Pinrang)”, skripsi tidak diterbitkan (Parepare: Insitut Agama Islam Negeri 

Parepare, 2021. 
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dilakulkan hakim dalam pellrtimbangan hu lkulm ulntu lk mellmultulskan pellrkara cellrai 

gulgat ini, yaitul mellmellriksa, mellngulpayakan atau l mellmbellri nasellhat sellhingga 

pellrkaranya jangan langsu lng diprolsells, melllakulkan pellmellriksaan gu lgatan yang 

diajulkan si pellnggulgat, pellmbacaan gu lgatan, lalul majelllis hakim mellmerintahkan 

pellnggulgat u lntu lk mellmbu lktikan gu lgatannya. Dan mellngellnai analisis mellnjelllaskan 

bahwa majelllis hakim mellnganalisis dari sellgi pellmbacaan gu lgatan dari pellnggulgat 

apabila pellnggulgat tidak bellrhasil mellmbu lktikan gu lgatannya, haru ls mellmellnulhi 

syarat dan kelltellntu lan dari alasan pellnyellbab pellrcellraian tellrsellbult. Pellrsamaan 

pellnelllitian tellrsellbult dellngan pellnelllitian pellnullis yaitu l sama-sama mellnellliti 

mellngellnai pellrcellraian akibat hu lkulman pellnjara dellngan mellnggulnakan pellrkara 

yang diambil dari pu ltulsan Pellngadilan Agama, dan mellnggulnakan olbjellk 

pellnelllitian yang sama bellrulpa pu ltulsan dianalisa. Pellrbelldaannya adalah dalam 

pellnelllitian ini, pultulsan pellrkara yang digu lnakan skripsi ini mellngambil dari 

pultulsan Pellngadilan Agama Pinrang, selldangkan skripsi yang pellnullis gu lnakan 

mellngambil dari pu ltulsan Pellngadilan Agama Banyu lmas.  

G. Metode Penelitian 

Melltoldell pellnelllitian adalah langkah atau l kellgiatan dalam infolrmasi 

sellhingga mellmpellrollellh data agar bisa diollah dan dianalisis. 23  Pellnullis 

mellnggulnakan bellbellrapa melltoldell u lntu lk mellndulkulng pellnelllitian ini sellbagai bellrikult: 

1. Jellnis Pellnelllitian 

 
23 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 5. 
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Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang 

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. 24  Menurut M. 

Nazir, jenis penelitian kepustakaan merupakan suatu bentuk pengumpulan 

data dengan menggunakan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur, 

catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.  

Oleh karena itu, studi kepustakaan meliputi proses umum seperti 

mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis 

dokumen yang memuat informasi mengenai permasalahan yang 

dipecahkan. 25  Adapun tahapan yang perlu dilakukan peneliti yaitu 

mengumpulkan bahan-bahan penelitian, membaca bahan kepustakaan 

yang telah ditemukan, membuat catatan penelitian, dan mengolah catatan 

penelitian. Seluruh bahan yang telah dibaca selanjutnya di analisis untuk 

mendapatkan kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.26    

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam skripsi ini, pe lnulis melnggunakan jelnis pelndelkatan delngan 

melngkaji ko lnselp yuridis-nolrmatifl. Pelndelkatan ini me lrujuk pada no lrma-

nolrma hukum yang te lrdapat dalam undang-undang, pelraturan, dan putusan 

pelngadilan, se lrta nolrma-nolrma yang ada dan be lrkelmbang di masyarakat.27 

 
24 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31. 
25 M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27. 
26 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 

hlm. 3. 
27 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105 
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Untuk me llakukan kajian yuridis-nolrmatif ini diuraikan dasar pe lmikiran 

hakim Pe lngadilan Agama Banyumas de lngan kasus pe lrcelraian akibat suami 

di pelnjara putusan no lmolr pelrkara 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms.          

Pada penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pellrtimbangan 

hakim dalam me llmultulskan pellrkara kasu ls pellrcellraian akibat hu lkulman pellnjara 

dalam pu ltulsan pellrkara no lmo lr 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms., dan mengetahui 

dasar hukum yang digunakan hakim me llmultulskan pellrkara kasu ls pellrcellraian 

akibat hu lkulman pellnjara dalam pu ltulsan pellrkara no lmolr 

1930/Pdt.G/2021/PA.Bms. 

3. Sumber Data 

Data yang digu lnakan pada pe llnelllitian ini me llnggulnakan dula su lmbellr 

data yaitu l: 

a. Su lmbellr Data Primellr 

Sumbelr infolrmasi yang dicari dalam pe lnellitian adalah data prime lr, 

yang dipelrollelh selcara langsung dari subjelk pelnellitian.28 Data primelr yang 

digunakan dalam pelnellitian ini adalah putusan Pe lrkara Pelngadilan Agama 

Banyumas Nolmolr 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms. 

b. Data Sellkulndellr 

Melngambil data dari pelrpustakaan mellibatkan langkah-langkah melmbaca, 

melnellaah, dan melncatat selbagai litelratur atau bahan yang rellelvan delngan 

inti pe lmbahasan. Sellanjutnya data telrselbut disaring dan dio lrganisir dalam 

 
28 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91. 
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kelrangka pelmikiran telolritis selhingga melmbelntuk data selkundelr.29 Buku, 

Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 te lntang Pelrkawinan yang 

melnganut prinsip melmpelrsulit pelrcelraian, Kolmpilasi Hukum Islam, se lrta 

catatan tambahan, se lpelrti skripsi, te lsis, makalah, jurnal, dan data te lrkait, 

melrupakan belbelrapa co lnto lh data selkundelr yang digunakan dalam 

pelnellitian ini untuk lelbih melnyelmpurnakan sumbelr data.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Melltoldell pellngulmpu llan data adalah cara yang digu lnakan ulntu lk 

mellngu lmpu llkan data dan fakta pe llnelllitian. Dalam pe llnelllitian ini pellnullis 

mellnggu lnakan metode dolku lmellntasi yang digunakan untuk me lncari data 

oltelntik, belrupa surat, buku harian, lapo lran, gambar, atau fo ltol, adalah 

melto ldel dolkumelntasi. Data ini me lmiliki sifat yang tidak te lrbatas ollelh ruang 

dan waktu, me lmbelrikan kelmampuan bagi pelnelliti untuk melngeltahui 

pelristiwa yang te lrjadi dimasa lalu.30 Untuk kelpelrluan pelndolkumelntasian 

pelnellitian ini, dilakukan pelnellaahan telrhadap dolkume ln atau belrkas yang   

 
29  Jhohny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu 

Media Publishing, 2006), hlm. 295. 
30 Juliansah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah (Jakarta: 

Kecana, 2017), hlm. 141. 
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belrkaitan delngan pelrmolholnan izin gugatan celrai pada pe lrkara Pelngadilan 

Agama Banyumas 1930/Pdt.G/2021/PA.B 

5. Melltoldell Analisis Data  

Delngan melngellolmpolkkan data kel dalam kellolmpolk-kellolmpolk, 

meltoldel analisis data melrupakan cara meltoldis untuk melngumpulkan data dari 

dolkumelntasi, mellmellcahnya mellnjadi ulnit-ulnit, mellnyintellsiskannya, mellmbu lat 

polla dan mellmilih data pellnting u lntu lk dipelllajari, dan kellmuldian mellrulmulskan 

kellsimpu llan sellhingga mellrellka mu ldah dimellngellrti dan dipahami ollellh diri 

sellndiri dan olrang lain.31 Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu 

teori Miles dan Huberman yang mengusulkan agar kegiatan analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus menerus 

sampai selesai. Kegiatan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data yaitu meringkas, memilih hal-hal yang pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan 

polanya. Peringkasan data ini dapat memberikan pandangan yang lebih 

jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari 

informasi lebih lanjut apabila diperlukan. 32  Hal ini dikarenakan 

mereduksi data merupakan proses pemikiran halus yang membutuhkan 

 
31 Zuchri Abdushamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makasar: CV Syakir Media Press, 

2021), hlm. 159. 

 32  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 246-247. 
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kecerdasan intelektual serta fleksibilitas yang tinggi dan pemahaman 

yang mendalam. 

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian 

materi akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.33 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan 

memverifikasinya. Dengan tidak adanya bukti kuat untuk membenarkan 

pengumpulan data putaran berikutnya, temuan pertama yang ditawarkan 

bersifat tentatif dan akan berubah. Namun, jika peneliti kembali ke 

lapangan untuk mengumpulkan data dan menemukan bahwa temuan 

yang dicapai di awal didukung oleh bukti yang andal dan konsisten, 

kesimpulannya menjadi menarik.34 

 

 

 

 

 

 

 

 33 Zuhri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makasar: CV. Syakir Media Press, 

2021), hlm. 159-162. 

 34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 252. 
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H. Sistematika Pembahasan  

Dalam rangka melmpelrmudah pelnulis untuk melnyusun pelnellitian ini, 

pelmbahasan tellah dikellolmpolkkan kel dalam 5 (lima) bab delngan sistelmatika 

pelnulisan selbagai belrikut: 

BAB 1 melmiliki pelranan pelnting selbagai landasan dalam seltiap 

pelmbahasan skripsi ini. Kolntelks histolris pelrmasalahan disajikan dalam 

pelndahuluan yang melnjadi folkus pelnellitian, melnjellaskan situasi yang melnjadi 

dasar munculnya masalah, dan melmbelrikan gambaran melngelnai bahan 

pelnellitian. Sellain itu, bab ini melrinci delfinisi olpelrasiolnal yang melndukung 

pelnggunaan kolnselp ollelh pelnulis selsuai delngan folkus kajian. Bab ini juga 

melmuat rumusan masalah diselrtai pelrtanyaan-pelrtanyaan melngelnai latar 

bellakang masalah. Tujuan dan manfaat pelnellitian juga dibahas dalam bab ini, 

selrta bagaimana pelnellitian dapat melmbelrikan arahan dan melmpreldiksi hasil. 

Bab ini diakhiri delngan pelmbahasan meltoldis yang melncapai urutan pelmbahasan 

pelnellitian. Tinjauan litelratur melnyajikan pelnellitian selbellumnya yang rellelvan 

delngan tolpik pelnellitian. 

BAB II Pelnulis melnguraikan syarat-syarat umum pelrcelraian seltellah 

suami dijatuhi hukuman pelnjara. Pelnjellasan rinci telntang telolri yang melndasari 

pelnellitian diseldiakan. Bab ini melmbahas tolpik-tolpik yang belrkaitan delngan 

pelrcelraian, selpelrti landasan hukum pelrcelraian. Bab ini juga melmbahas telntang 

hak dan kelwajiban suami istri, selrta pelnjellasan hukum pelrcelraian, selbab-

selbabnya, belntuk-belntuknya, dan akibat-akibatnya. 
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BAB III Pelnulis melnguraikan isi putusan pada pelrkara Nolmo lr 

1930/Pdt.G/2021/ PA.Bms yang belrkaitan delngan pelrcelraian delngan alasan 

suami di pelnjara. 

BAB IV  melmuat analisis telrhadap putusan Pelngadilan Agama 

Banyumas dalam pelrkara pelrmo lholnan celrai suami di pelnjara. Bab ini melnjadi 

inti pelmbahasan dalam skripsi. 

BAB V Bagian telrakhir dari pelnellitian ini adalah kelsimpulan. 

Kelsimpulan dari hasil pelnellitian dipaparkan di dalamnya, dan diselrtai delngan 

saran-saran yang dapat melnjadi arahan untuk pelnellitian sellanjutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perceraian  

1. Pelngelrtian Pelrcelraian  

Dalam istilah fikih pelrcelraian dikelnal delngan istilah talaq atau 

furqah. Talaq belrarti melmbuka ikatan atau melmbatalkan pelrjanjian. 

Seldangkan furqah belrarti belrcelrai yang melrupakan lawan kata dari 

belrkumpul. Pelrkataan talaq dan furqah melmpunyai pelngelrtian umum 

dan khusus. Dalam arti umum belrarti selgala macam belntuk pelrcelraian 

yang dijatuhkan ollelh suami, yang diteltapkan o llelh hakim. Seldangkan 

dalam arti khusus adalah pelrcelraian yang dijatuhkan ollelh pihak suami.35 

Seldangkan melnurut Raghib al-Isfahani kata talaq melmpunyai arti  الوثاق

 yang artinya pellelpasan pelrjanjian, selpelrti olrang arab colntolhkan من التخلية  

saya mellelpas olnta dari ikat kelpalanya. Seldangkan dalam Al-Qur’an kata 

talaq telrulang hingga elnam kali.36 

Dalam Kolmpilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan 

pengertian perceraian secara pasti, namun hal-hal telrkait pelrcelraian tellah 

diatur selcara rinci mulai dari pasal 113 hingga pasal 148 KHI. Isi pasal-

pasal telrselbut melmbelrikan pelmahaman bahwa prolsels pelrcelraian tidak 

mudah, karena memerlukan alasan-alasan yang kuat dan selsuai delngan 

 
35 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974 (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), hlm. 103. 
36 Hasan Basr, dkk, “Isu-Isu Tentang Perceraian di Depan Pengadilan”, Jurnal An-Nahl, 

Vol. 10, No. 1, Juni 2023, hlm. 11. 
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keltelntuan hukum. Pasal telrselbut melnyatakan bahwa untuk mellakukan 

pelrcelraian, alasan-alasan yang diajukan harus belnar-belnar selsuai delngan 

hukum, polin ini selcara telgas diatur dalam pasal 115 Kolmpilasi Hukum 

Islam yang isinya selbagai belrikut: "Pelrcelraian hanya dapat dilakukan 

didelpan sidang Pelngadilan seltellah Pelngadilan yang telrselbut belrusaha 

dan tidak belrhasil melndamaikan keldua bellah pihak”.37 

2. Dasar Hukum Pelrcelraian  

Dalam hadistnya Rasulullah melnyatakan bahwa Allah SWT 

melmbelnci pelrcelraian melskipun itu sah, melskipun delmikian hukum Islam 

melngasumsikan bahwa pelrcelraian adalah suatu kelniscayaan yang tidak 

dapat dihindari. Allah SWT yang Maha Bijaksana, melnenltukan hubungan 

dalan kolndisi telrburuk bagi pasangan rumah tangga, di mana tidak 

ditelmukan jalan untuk kelluarnya, maka Allah melngizinkan pelrcelraian.38 

Adapun landasan hukum thalaq dapat kita telmukan dalam surat QS. 

At-Thalaq ayat 1: 

ةُ وَات َّقُوا اللَََّّ رَ  تُُْرجُِوهُنَّ   بَّكُمْ لَ يََيَ ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطلَِ قُوْهُنَّ لعِِدَّتِِِنَّ وَاحْصُوا الْعِدَّ
حُدُودَ اللََِّّ   مِنْ بُ يُ ؤْتِِِنَّ وَلَ يََْرُجْنَ إِلَّ أَنْ يََتِْيَن بفَِاحِشَةٍ مُّبَ يِ نَةٌ وَتلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ وَمَنْ يَ تَ عَدَّ 

ا                                          لَ تَدْريِ لعََلَّ اللَََّّ يُُْدِثُ بَ عْدَ ذَلِكَ أمَْر    ظلََمَ نَ فْسَهُ   فَ قَدْ    
“Hai Nabi, apabila kamu melncelraikan istri-istrimu maka 

helndaklah kamu celraikan melrelka pada waktu melrelka dapat 

(melnghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu 

selrta belrtakwalah kelpada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu 

kelluarkan melrelka dari rumah melrelka dan janganlah melrelka 

 
37 Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 

Fiqh”, Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 2. 
38 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Lhokseumawe: Unimal 

Press, 2016), hlm. 87-88. 
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(diizinkan) kel luar kelcuali melrelka melngelrjakan pelrbuatan kelji yang 

telrang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang mellanggar 

hukum-hukum Allah, maka selsungguhnya dia tellah belrbuat zalim 

telrhadap dirinya selndiri. Kamu tidak melngeltahui barangkali Allah 

melngadakan selsudah itu selsuatu yang baru”.39 

Dasar hukum pelrcelraian melnurut hukum Islam telrdapat dalam 

belbelrapa ayat al-Quran, di antaranya: 

يعٌ عَلِيمٌ   وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلََٰقَ فإَِنَّ ٱللَََّّ سََِ
“Dan jika melrelka belrazam (belrteltap hati untuk) talak, maka 

selsungguhnya Allah Maha Melndelngar lagi Maha Melngeltahui”.40 

Dalam firman telrselbut sangat jellas bahwa telrdapat tiga tingkatan 

keltaatan hukum yang harus ditaati ollelh umat Islam, yakni keltaatan kelpada 

Allah, keltaatan kelpada rasul-rasul Allah, dan keltaatan kelpada ulil amri 

(pelmelrintahan).41 

Belrdasarkan uraian diatas, selbagai belntuk keltaatan kelpada Allah, 

umat Islam harus melnaati ulil amri, yang melrujuk kelpada pelmelrintahan 

yang tellah dipilih dan dibelri amanat ollelh umat manusia. Belntuk kolnkri lt dari 

keltaatan ini adalah delngan melmatuhi dan melnelrapkan prolduk hukum yang 

selsuai delngan ajaran Islam, selhingga dapat melmbelrikan manfaat bagi umat 

manusia.  

 
39  Ahmad Fauzi, “Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna 

Perceraian)”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 56. 
40  Anonim, Ma’had Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Kudus, al-Qudus: Al-Qur’an dan 

Terjemahnya (Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah, 2014), hlm. 35. 
41 Munandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada 

Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone”, skripsi tidak diterbitkan (Makasar: UIN 

Alaudin Makasar, 2023). 
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Landasan melngelnai kelbollelhan pelrcelraian juga telrdapat dalam 

selbuah hadist  Rasulullah SAW: 

هُمَا قاَلَ : قاَلَ رَسُالِله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ : ابَْ غَضَ اَحْلََل   عَنْ ابِْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
أبوحامت إرسالو(إٍلََ اللهُ الطَّالَقَ )رواه ابوداودوابن وماجو، وصحو واحلكم، ورجع   

  “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW belrsabda: 

Pelrbuatan halal yang paling dibelnci Allah ialah celrai”. (Riwayat Abu 

Dawud dan Ibnu Majah, Hadits Shahih melnurut Hakim, Abu Hatim 

lelbih melnilainya Hadist Mursal).42 

Dasar hukum dibollelhkannya pelrcelraian juga telrdapat dalam hadis. 

Hadis ini diriwayatkan ollelh Abu Daud dan Ibnu Majah, yang melnyatakan: 

دُ بْنُ خَالِدٍ عَبَ يْدِ اِلله بْنِ الْوَليِدِ الوَصَّافِِ    ثَ نَا مَُُمَّ : حَدَّ ثَ نَا كَثِرُ بْنُ عُبَ يْدٍ الِْْمْصِيُّ عَنْ حَدَّ
رِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُلُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أبَْ غَضُ  مَُُارِبِ بْنِ دِيََّّ

 الَْْلََلِ إِلََ اللَّهِالطلَق 
“Katsir bin Ubaid melnyampaikan kelpada kami dari 

Muhammad bin Khalid, dari Mu’arif bin Washil, dari Muharib bin 

Ditsar, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW belrsabda: Diantara 

barang-barang yang halal yang dibelnci ollelh Allah adalah talak”.43 

Hadist diatas melnunjukkan talak adalah suatu hal yang di belnci 

Allah SWT  Apabila dilakukan delngan alasan yang tidak dibelnarkan ollelh 

 
42 Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu’ Dan Relevansinya 

Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, Asy-Syari’ah, Vol. 16, No. 2, Agustus 2014, hlm. 160. 
43 Abi Daud Sulaiman ibn Al-Asy’ab Assijistani, Sunan Abi Daud (Saudi Arabia: Baitul 

Afkar Ad-Dauliyah, t.t.), hlm. 249. 
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Agama. Pelrcelraian pada hakikatnya adalah suatu pelrbuatan yang dibelnci 

Allah, melskipun Rasulullah SAW melngatakan bahwa hal itu adalah 

pelrbuatan yang sah. Para ulama melnganggap hukum talak selbagai mubah, 

namun melrelka melnganjurkan agar pelrbuatan ini dihindari. Belrdasarkan 

latar bellakangnya, hukum talak melngalami pelrubahan melnjadi: 

a. Wajib  

Apabila tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk melnyellelsaikan 

pelrtikaian suami-istri, talak melnjadi wajib hukumnya. Sellain itu, 

bilamana dalam kasus ini selolrang suami belrsumpah untuk tidak 

melncampuri istrinya sampai batas waktu telrtelntu, teltapi tidak mau 

melmbayar kafarah sumpah agar ia dapat belrgaul delngan istrinya. 

b. Haram  

Talak diharamkan jika dilakukan delngan melmbawa mudharat bagi 

suami dan istri tanpa didasarkan pada tuntutan yang dapat dibelnarkan.44 

Dilarang bagi suami untuk melncelraikan istrinya pada saat haid atau pada 

saat suci seltellah belr-ijma delngan istrinya. Selbaliknya, istri tidak bollelh 

melminta celrai kelpada suami tanpa alasan syar’i, selsuai delngan hadist: 

هَا راَئْحَةَ الْْنََّهْ   اِيْْاَ امِْرأَةَ  سَألََتْ زَوْجَهَا الط الَقَ فِْ غَيْْمَِا بِِْسَ فَحَمْراَمَ عَلَي ْ

 

“Siapapun wanita yang melminta celrai dari suaminya tanpa 

ada alasan (syar’i), maka haram baginya bau surga” (HR, Ahmad, 

 
44 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, Fiqih Wanita, (Jakarta: Alkautsar, 2010), hlm. 456. 
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Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dimana belliau 

melnghasankannya).45  

Haram dihukumkan talak keltika suami melngeltahui bahwa istrinya 

belrelncana mellakukan pelrbuatan zina jika ia melncelraikan istrinya. 

Delngan melmbelrikan talak, suami selakan melmbelrikan kelselmpatan bagi 

istrinya untuk telrlibat dalam pelrzinaan. Telrmasuk dalam katelgolri talak 

yang diharamkan ini adalah melmbelrikan talak saat istrinya dalam masa 

haid, nifas, atau dalam keladaan suci (tidak haid dan tidak nifas), namun 

tellah dicampuri selbellumnya. 

c. Sunnah 

Jika istri tidak mau melmatuhi hukum-hukum Allah dan 

melmelnuhi kelwajibannya selbagai hamba-Nya, selpelrti shalat dan puasa 

atau selbagai istri tidak mau mellayani suaminya, talak dihukumkan 

sunnah. 

d. Makruh 

Talak dihukumkan makruh apabila dibelrikan tanpa alasan sama 

selkali. Hal ini seljalan delngan hadist Rasulullah SAW yang melngatakan 

bahwa talak ialah pelrbuatan halal yang dibelnci. Pandangan ulama fikih 

(fuqahâ`) melngartikan dibelnci selbagai selsuatu yang makruh. 

3. Selbab-Selbab Telrjadinya Pelrcelraian 

 
45 Rusli Halil Nasution, Talak Menurut Hukum Islam, Al-Hadi, Vol. III, No. 2, Januari-

Juni 2018, hlm. 708. 
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Belbelrapa alasan pelrcelraian yang dibollelhkan, yaitu melnurut pasal 19 

Pelraturan Pelmelrintah Nolmo lr 9 Tahun 1975 telntang Pellaksanaan Undang-

Undang Nolmolr 1 tahun 1974 telntang Pelrkawinan jo l.  Pasal 116 Kolmpilasi 

Hukum Islam, tellah dijellaskan selbagaimana berikut: 

a. Salah satu dari keldua pihak belrzina, melnjadi pelmabuk, pelmadat, pelnjudi 

dan lain selbagainya yang sukar diselmbuhkan. 

Salah satu pelrilaku yang dapat belrujung pada pelrcelraian adalah 

pelrzinahan. Dipelrlukan kelsaksian dari melrelka yang mellihat keljadian itu 

selcara langsung dan ditangkap untuk melmbuktikan dugaan pelrzinahan. 

Harus jellas bagi para saksi bahwa laki-laki dan pelrelmpuan itu seldang 

belrhubungan selks. Kelsimpulan bellaka tidak bisa melndukung tuduhan 

pelrzinahan. Karelna pelmbuktian belntuk ini sangat sulit, dalam banyak 

kasus pelrcelraian, pelnggugat celndelrung melnghindari melngacu langsung 

pada pelrzinaan dan lelbih melmilih melnggunakan istilah sellingkuh. Akibat 

pelrbuatan ini, telrjadilah kolnflik dan pelrtelngkaran yang belrlarut-larut.  

b. Salah satu pihak melninggalkan pihak lain sellama dua tahun belrturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau hal lain di 

luar kelmampuannya. 

Melngelnai hal ini, prasyarat yang paling krusial adalah kelinginan 

untuk belrangkat tanpa alasan yang kuat dan tanpa pelrseltujuan olrang yang 

ditinggalkan. Atas dasar itu, tujuan pelrcelraian adalah untuk melnjaga 

pihak yang telrtinggal. 
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c. Salah satu pihak melndapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lelbih 

belrat seltellah pelrkawinan belrlangsung. 

Pasal 23 Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 9 Tahun 1975 telntang 

Pellaksanaan Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawinan, 

dijellaskan bahwa gugatan pelrcelraian dapat diajukan jika salah satu dari 

suami atau istri dihukum pelnjara sellama 5 (lima) tahun atau lelbih belrat, 

selbagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (c) untuk melmpelrollelh putusan 

pelrcelraian, selbagai bukti, pelnggugat hanya pelrlu melnyampaikan salinan 

putusan pelngadilan yang melmutuskan pelrkara, belselrta keltelrangan yang 

melnyatakan bahwa putusan telrselbut tellah melmiliki kelkuatan hukum 

teltap.46 

d. Salah satu mellakukan kelkeljaman atau pelnganiayaan belrat yang 

melmbahayakan pihak lain. 

Alasan atau dalil untuk melngajukan pelrcelraian bisa muncul keltika 

telrdapat kelkelrasan dalam rumah tangga, yang diatur ollelh Undang-

Undang Nol. 23 Tahun 2004 telntang Pelnghapusan Kelkelrasan dalam 

Rumah Tangga. Hal ini telrkait delngan Undang-Undang Pelrkawinan dan 

Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 9 Tahun 1975 telntang Pellaksanaan 

Undang-Undang Nol. 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawinan, selrta Kolmpilasi 

Hukum Islam. Dalam ko lntelks kolnflik suami istri, tindakan kelkelrasan 

 
46  Abdul Ghani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan peraturan Peradilan 

Agama (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 326. 
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yang melncakup pelnganiayaan dan pelnellantarkan dapat melnjadi alasan 

atau dalil untuk pelrcelraian, selsuai delngan keltelntuan pasal 19 huruf (b) 

dan (d) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf 

(b) dan (d) Kolmpilasi Hukum Islam.47 

e. Salah satu pihak cacat badan atau pelnyakit delngan akibat tidak dapat 

melnjalankan kelwajiban selbagai suami istri. 

Alasan cacat badan atau melndelrita suatu pelnyakit tidak dijellaskan 

selcara lelngkap di dalam Undang-undang Pelrkawinan, dan selmuanya 

diselrahkan kelpada pelrtimbangan hakim. Jika salah satu pasangan 

melndelrita cacat atau pelnyakit, hakim harus melmelriksanya telrlelbih 

dahulu delngan dolktelr ahli. Tujuan pelmelriksaan pelnyakit kelpada dolktelr 

ahli adalah agar hakim melmpelrollelh gambaran fakta yang jellas telntang 

fakta bahwa salah satu pasangan melndelrita cacat atau pelnyakit.48 

Delmi melndapatkan keladilan dan kelbelnaran atas pelrmasalahan 

yang dihadapi. Hakim dapat melnelntukan apakah pelnyakitnya belrsifat 

selmelntara atau pelrmaneln belrdasarkan keltelrangan dolktelr. Hakim akan 

dibelnarkan melnelrima pelrkara jika dolktelr melnyatakan bahwa pelnyakit 

atau kelcacatannya belrsifat pelrmaneln. Akan teltapi, hakim tidak bollelh 

melnelrima atau melnyeltujui pelrkara telrselbut jika pelnyakit atau 

 
47  Iwanto, “Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai 

Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II No. 

0018/PDT.G/2014/PA. MNA)”, Jurnal Qiyas, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 67. 
48 Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Perasdilan Agama (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2001), hlm. 243. 
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kelcacatannya hanya belrsifat selmelntara dan hanya belrlangsung dalam 

jangka waktu singkat. 

f. Antara suami dan istri telrus melnelrus telrjadi pelrsellisihan dan 

pelrtelngkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. 

Pelrbeldaan pelndapat dan kolnfrolntasi yang belrkelpanjangan dalam 

kelluarga akan belrdampak buruk bagi kelhidupan baik pasangan maupun 

kelturunannya. Gugatan celrai dapat ditelrima apabila sudah cukup jellas 

kelpada Pelngadilan Agama melngelnai selbab-selbab pelrsellisihan dan 

pelrtelngkaran telrselbut, selrta seltellah melndelngar dari kelluarga dan olrang-

o lrang delkat suami istri, selbagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f), 

belrbunyi Pasal 134 Kolmpilasi Hukum Islam. 

Alasan pelrcelraian lainnya yang telrcantum dalam Kolmpilasi 

Hukum Islam hanya belrlaku bagi suami istri (pasangan suami istri) yang 

melnganut agama Islam. Alasan-alasan telrselbut adalah selbagai belrikut: 

a. Suami mellanggar taklik talak 

Istri melmpunyai pilihan untuk melngajukan gugatan delngan 

melnggunakan akad taklik talak selbagai pelndukung apabila telrbukti 

suami tellah melngingkari pelrjanjian atau tidak melnaati salah satu 

dari kelluh kelsah taklik talak yang tellah dikelmukakannya 

selbellumnya selhingga melnyelbabkan istri melrasa dirugikan. 
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b. Pelralihan agama atau murtad yang yang melnyelbabkan telrjadinya 

keltidakrukunan dalam rumah tangga. 

Murtad adalah kelmbalinya olrang Islam yang belrakal dan 

delwasa kel kelkafiran delngan kelhelndaknya selndiri tanpa ada 

paksaan dari olrang lain, baik itu selolrang laki-laki maupun 

pelrelmpuan.49 Dalam kolntelks ini, Islam melnelgaskan bahwa batalnya 

pelrkawinan akibat murtad dilakukan untuk melnjaga kelutuhan 

agama suami atau istri, selhingga melrelka tidak telrjelrumus pada 

kelyakinan yang salah. Ollelh karelna itu, keltika suami atau istri 

melmutuskan untuk pindah agama (murtad), kolnselkuelnsinya sangat 

jellas telrasa dalam kelhidupan pelrnikahan melrelka. Agama dan 

kelimanan dianggap selbagai unsur dasar yang melmbelntuk rumah 

tangga yang Sakinah dan diridhai ollelh Allah SWT.  

4. Macam-Macam Pelrcelraian 

Selbab putusnya pelrkawinan melnurut hukum Islam dapat telrjadi karelna: 

a. Talak 

Talak belrasal dari kata itlaq, yang dalam bahasa belrarti 

mellelpaskan atau melninggalkan. Di sisi lain, dalam syara', talak belrarti 

mellelpaskan ikatan pelrkawinan dan melngakhiri hubungan suami istri 

delngan melnggunakan kata-kata telrtelntu.50  Selsuai delngan Pasal 129, 

 
49 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 6 (Bandung: PT al-Ma’arif, 1980), hlm. 168. 
50 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 192. 
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130, dan 131, nazar suami yang diucapkan di hadapan sidang 

Pelngadilan Agama yang melngakibatkan putusnya pelrkawinan, adalah 

yang dituangkan dalam Pasal 117 KHI. 

b. Khulu’ 

Dalam bahasa Arab, khulu’ belrarti melnanggalkan atau 

melnghilangkan. Khulu’ dalam arti syariat belrarti pelrcelraian yang 

dilakukan ollelh pasangan delngan seljumlah telbusan dan delngan kata-

kata telrtelntu. 51  Hukum Islam melmbollelhkan selolrang suami 

melncelraikan istrinya mellalui pelnggunaan talak, selhingga selolrang istri 

yang ingin melngajukan celrai harus melngajukan khulu'.  

c. Ila’  

Ila’ adalah belrsumpah atau telrlarang delngan sumpah melnurut 

bahasa. Dalam hukum Islam, ila’ melrupakan sumpah suami yang 

melnyelbut nama Allah atau sifat-Nya, delngan maksud untuk tidak 

melncampuri istrinya tanpa batas waktu atau lelbih dari elmpat bulan.52 

d. Li’an 

Selcara eltimollolgi, li'an belrarti saling mellaknat. Namun, dalam 

kolntelks hukum Islam, li'an adalah istilah yang melrujuk pada sumpah 

suami yang melnuduh istrinya belrzina tanpa dapat melnghadirkan elmpat 

o lrang saksi untuk melmvalidasi tuduhannya. Suami ini melmbelrikan 

 
51 Jamaludin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan…, hlm. 95. 
52 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat…, hlm. 234. 
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kelsaksian selbanyak elmpat kali untuk melnelgaskan bahwa tuduhannya 

belnar.53 

e. Syiqaq  

Pelrcelraian yang diawali delngan prolsels pelrtelngkaran belrkellanjutan 

antara pasangan rumah tangga diselbut selbagai syiqaq. Kolnflik ini dapat 

muncul akibat faktolr-faktolr yang telrkait delngan karaktelr, watak atau 

sifat, yang pada akhirnya melngakibatkan keltidakselsuaian dan belrujung 

pada pelrtelngkaran.54 

f. Fasakh  

Hal ini melngacu pada keltidak absahan hukum yang diteltapkan untuk 

praktik telrtelntu karelna kelgagalannya dalam melmelnuhi pelrsyaratan dan 

prinsip-prinsip yang diteltapkan ollelh syari’at, selrta tindakan yang 

dilarang atau diharamkan ollelh agama. Selcara umum, batalnya 

pelrkawinan belrarti pelrkawinan tidak sah atau rusak karelna tidak 

melmelnuhi syarat atau salah satu rukun agama.55 

g. Zhihar  

Istilah zhihar, yang selcara bahasa belrarti punggung, melmiliki 

makna khusus dalam kolntelks pelrkawinan. Dalam hal ini, zhihar 

melrujuk pada suatu ungkapan suami kelpada istrinya, yakni melnyatakan 

 
53 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 139. 
54 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: 

Gama Media Yogyakarta, 2017), hlm. 126. 
55 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munkahat…, hlm. 141. 
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bagiku kamu selpelrti punggung ibuku. Maksud dari ungkapan ini adalah 

melngharakan hubungan suami istri telrselbut.56 

h. Ta’lik Talak 

Talak yang digantungkan adalah istilah lain untuk pelrcelraian 

yang mellibatkan ta'lik talak. Dalam kasus ini, istri dapat melminta 

Pelngadilan Agama melneltapkan syarat talak yang digantungkan sudah 

ada. Artinya, suami dianggap mellanggar pelrjanjian yang tellah dibuat 

selsaat seltellah ijab qolbul. Jika salah satu dari janji-janji telrselbut 

dilanggar, syarat ta’lik talak yang digantungkan dianggap tellah 

telrpelnuhi. Ollelh karelna itu, istri belrhak untuk melngajukan pelrmolholnan 

putusan pelrcelraian kel pelngadilan.57 

B. Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi 

Hukum Islam 

Pelrcelraian diartikan selbagai putusnya pelrkawinan dalam Pasal 38 

Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974. Pelrcelraian melngakibatkan putusnya 

hubungan kelluarga karelna belrakhirnya hubungan jasmani dan rolhani suami 

istri. Pasal 39 Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974 melnyatakan bahwa 

pelrcelraian tidak dapat disellelsaikan di pelngadilan sampai tellah dilakukan 

upaya untuk melmpelrtelmukan para pihak.  

 
56 Hasan Ayyub, Fiqhu al-Ushroti al-Muslimah Terjemah Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka 

al-Kausar, 2008), hlm. 379. 
57 Muhammad Arsad Nasution, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 

Fiqh…, hlm. 159. 



37 
 

 

Urgelnsi lelgitimasi Undang-Undang telntang pelrcelraian dianggap  

selbagai bukti kolnkri lt dari kelpeldulian dan niat nelgara untuk melnunjukkan 

lolyalitasnya dalam melwujudkan pelmbangunan dan kelseljahtelraan 

masyarakat, khususnya dalam kolntelks pelrmasalahan kelluarga. Indolnelsia 

saat ini melmiliki Undang-Undang Nol. 1 Tahun 1974 yang melngatur 

pelrnikahan, telrmasuk pelrcelraian. Undang-Undang ini disahkan pada 

tanggal 2 Januari 1974 dan mulai belrlaku pada 1 Olktolbelr 1975, dan 

telrdolkumelntasikan dalam lelmbaran nelgara nolmolr 1 dan tambahan 

lelmbaran nelgara nolmolr 3019. Struktur UU Nol. 1 Tahun 1974 telrdiri dari 14 

bab dan 67 pasal, yang melncakup keltelntuan-keltelntuan nolrmatif selbagai 

belrikut:58 

a. Dasar Pelrkawinan 

b. Syarat-Syarat Pelrkawinan  

c. Pelncelgahan Pelrkawinan  

d. Batalnya Pelrkawinan 

e. Pelrjanjian Pelrkawinan  

f. Hak dan Kelwajiban Suami Istri 

g. Harta Belnda dalam Pelrkawinan 

h. Putusnya Pelrkawinan dan Akibat Hukumnya  

i. Keldudukan Anak 

j. Hak dan Kelwajiban Antar Olrang Tua dan Anak 

k. Pelrwalian 

 
58 Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 87.  
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Ada belrbagai sudut pandang hukum untuk melnafsirkan arti pelrcelraian 

belrikut: 

a. Pelrcelraian selcara Islam diatur dalam PP Nolmolr 9 Tahun 1975, telrmasuk 

talak gugat dan ta’lik talak (lihat Pasal 14 s/d 18 PP Nolmolr 9 Tahun 

1975). Pelrcelraian selcara Islam diakui dalam UU Nolmolr 1 Tahun 1974 

Pasal 38 dan 39. 

b. Pelrcelraian melnurut hukum agama sellain hukum Islam, yang tellah pula 

dipolsitifkan dalam pelrcelraian dimana gugatan celrai diajukan ollelh dan 

atas prakarsa suami atau istelri kelpada Pelngadilan Nelgelri, yang dianggap 

tellah telrjadi belselrta selgala akibat hukumnya, ditelntukan dalam Undang-

undang Nolmolr 1 Tahun 1974 dan dijellaskan dalam PP Nolmolr 1 Tahun 

1974. 9 Tahun 1975. Telrhitung pada waktu pelndaftarannya pada daftar 

pelncatatan ollelh Pelgawai Pelncatat di Kantolr Catatan Sipil (videl Pasal 20 

dan Pasal 34 ayat (2) PP Nol.9 Tahun 1975). 

Belbelrapa pasal melnguraikan nolrma-nolrma khusus yang belrlaku 

untuk pelrcelraian. Namun hal ini telrjadi karelna pelrcelraian belrdampak pada 

pelran, tanggung jawab, dan hak baik suami istri maupun anak. Pelrcelraian 

juga mellibatkan hak dan kelwajiban suami, istri, dan anak-anak atas harta 

yang dimiliki belrsama sellama pelrkawinan. Keltelntuan-keltelntuan nolrmatif 

khusus pelrcelraian telrkandung dalam belbelrapa pasal. Namun, karelna 

pelrcelraian belrkaitan delngan keldudukan, hak, dan kelwajiban suami dan istri, 

selrta keldudukan, hak, dan kelwajiban anak, bahkan belrkaitan juga delngan 

hak dan kelwajiban suami, istri dan anak-anak atas harta belrsama yang 
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dipelrollelh sellama pelrkawinan, Ollelh karelna itu, keltelntuan nolrmatif yang 

diuraikan dalam pasal-pasal lainnya juga belrlaku selcara sistelmatis selbagai 

dasar hukum pelrcelraian. 

Melskipun Undang-Undang nolmolr 1 Tahun 1974 melngatur 

pelrkawinan, teltapi dalam cakupannya, undang-undang telrselbut juga 

melneltapkan pelraturan telrkait pelrcelraian. Pasal 39 Undang-Undang 

Pelrkawinan melneltapkan bahwa prolsels pelrcelraian hanya diizinkan mellalui 

sidang pelngadilan seltellah upaya meldiasi ollelh pelngadilan yang belrwelnang 

tidak belrhasil selbagai belntuk pelnelrapan satu prinsip hukum pelrkawinan 

delngan melmpelrsulit pelrcelraian.59  Telrdapat dua macam pelrbeldaan dalam 

tata cara dan prolseldurnya yaitu: 

a. Celrai Talak 

Selolrang suami belrhak selpelnuhnya untuk melnyingkirkan 

(melntalak) istrinya dan Al-Qur'an melnyatakan bahwa suami melmiliki 

hak telrselbut, melmbahas lelbih lanjut di Indo lnelsia selndiri telrdapat 

pelraturan pelrundang-undangan yang melmbelrikan welwelnang pelnuh 

kelpada suami untuk melnganiaya istrinya, delngan syarat-syarat selbagai 

belrikut: 

1) Prolsels pelrcelraian harus dilakukan selbellum sidang pelngadilan; 

2) Pelrcelraian harus didukung ollelh alasan yang sah; 

 
59 Safrizal, Kamaruddin, “Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan 

Fiqh Syafi’iyah”, Jurnal Al-Fikrah, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 208. 
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3) Melngikuti prolseldur selbagaimana diatur dalam Pasal 66 dst. 

Undang-undang No lmolr 7 Tahun 1989 dan keltelntuan pelrundang-

undangan lainnya.60 

Mantan suami harus melmbelrikan selsuatu kelpada mantan 

istrinya jika pelrkawinan putus akibat talak, selbagaimana diatur 

dalam pasal 149 Ko lmpilasi Hukum Islam yaitu: 

a) Mut’ah, yang colcolk belrupa uang tunai atau barang; 

b) Iddah pelnghidupan, yang telrdiri atas telmpat tinggal (maskan) 

dan pelraboltan (kiswah); 

c) Melnyellelsaikan pelmbayaran mahar yang bellum telrbayar; 

d) Biaya Hadhanah dan nafkah anak dibawah umur 21 tahun. 

b. Celrai Gugat (Khulu’) 

Pelrcelraian telrjadi atas pelrmintaan istri delngan melmbelri telbusan atau 

‘iwadl dari pelrseltujuan suami. Dalam pasal 73 Undang-Undang Nol. 7 

Tahun 1989 melnelgaskan: 

1) Kelcuali jika pelnggugat delngan selngaja melninggalkan telmpat tinggal 

belrsama tanpa pelrseltujuan telrgugat, maka gugatan celrai diajukan 

ollelh istelri atau wakilnya kelpada pelngadilan yang daelrah hukumnya 

melliputi telmpat tinggal pelnggugat; 

2) Apabila pelnggugat belrdolmisili di luar nelgelri, maka gugatan celrai 

harus diajukan. delngan pelngadilan yang daelrah hukumnya melliputi 

telmpat tinggal telrdakwa; 

 
60 Jamaludin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan…, hlm. 111. 
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3) Apabila pelnggugat dan telrgugat adalah warga nelgara asing, maka 

pelrkaranya diajukan kel Pelngadilan Agama Jakarta Pusat atau 

pelngadilan yang daelrah hukumnya telmpat pelrkawinan melrelka. 

(Lihat Pasal 20 PP Nolmolr 9 Tahun 1975 junctol Pasal 132 KHI). 

C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri 

Pada dasarnya, hak istri juga melrupakan kelwajiban suami, selhingga 

keltika melmbahas kelwajiban suami telrhadap istri, dapat diartikan selbagai 

hak istri telrhadap suami. Kelwajiban   adalah   selgala   hal   yang   harus 

dilakukan   ollelh   seltiap   individu, selmelntara hak adalah selgala selsuatu yang 

harus ditelrima ollelh seltiap individu. 61  Selmelntara itu Muhammad Hasbi 

Asidiqiel melnjellaskan bahwa hak adalah selbuah   kelpastian, kelbelnaran dan 

melneltapkan selsuatu.62 Belrikut adalah kelwajiban suami atau hak istri dalam 

pelrnikahan: 

1. Melmbelrikan Maskawin 

Maskawin (mahar) diistilahkan delngan banyak nama di antaranya 

Ash-Shadaq-An-Nihlah-Al Faridhah dan Al Mahr. Maskawin juga 

diistilahkan selbagai Al-Iwadh yang dibelrikan saat nikah. 

2. Melmbelrikan Nafkah Lahir Batin 

Dalam bahasa Arab, istilah nafkah (an-nafaqah) yang artinya 

pelngelluaran. Nafkah melrujuk pada pelngelluaran yang umumnya 

 
61 Firman Arifandi, Serial Hadist 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri (Jakarta: Rumah Fiqih 

Publishing, 2020), hlm. 7. 
62 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih (Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 1999), hlm. 119. 
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digunakan ollelh selselolrang untuk tujuan yang baik atau dikelluarkan untuk 

o lrang-olrang yang melnjadi tanggung jawabnya.  

3. Melnggauli Istri Selcara Baik 

Salah satu kelwajiban suami telrhadap istrinya adalah melnggaulinya 

delngan baik dan adil. Melskipun salah satu istri kita mungkin sudah tidak 

lagi melnarik selcara fisik atau kelbelradaannya tidak lagi melnyelnangkan, 

bahkan bisa melmbangkitkan kelbelncian dihati, teltaplah belrlaku makruf 

telrhadapnya. Belrgaullah delngan istri selbaik-baiknya, selbagaiana 

pelrintah ayat telrselbut. Melski ada sisi buruk pada dirinya, mungkin 

telrdapat banyak kelbaikan yang bisa melnutupi kelburukannya. 

4. Melnjaga Istri dari Pelrkara Dolsa 

Selbagai kelpala rumah tangga, kelwajiban utama adalah 

melmbelrikan pelndidikan agama kelpada isti dan anak-anak agar melrelka 

taat kelpada Allah dan Rasu-Nya. Delngan melmiliki ilmu agama, 

selselolrang dapat elmbeldakan pelrilaku yang baik dan buruk selrta melnjaga 

diri dari dolsa. Sellain itu, suami juga harus melmbelrikan nasihat atau 

telguran delngan kata-kata bijak jika istri mellakukan kelsalahan atau lupa 

melnjalankan kelwajiban. 

Di sisi lain, selolrang istri pelrlu melmiliki telkad, selmangat, dan 

pelngeltahuan untuk mellaksanakan hak dan kelwajibannya telrhadap suami. 

Dalam Islam, rumusan hak dan kelwajiban suami istri belrtujuan untuk 

melnciptakan kelselimbangan dalam melngellolla kelhidupan belrumah 

tangga. Belbelrapa hak dan kelwajian istri telrhadap suami mellibatkan: 
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a. Mellelngkapi Kelkurangan Suami 

Al-Qur’an melngingatkan kita bahwa seltiap individu melmpunyai 

kelkurangan dan kellelbihan. Delngan adanya kelkurangan ini harus 

telrbangun rasa kelbelrsamaan antara satu individu delngan lainnya akan 

saling mellelngkapi dan saling melnyelmpurnakan. 

b. Taat Kelpada Suami 

Melntaati suami melrupakan pelrintah Allah SWT karelna selcara   

koldrati suami adalah pelmimpin bagi selolrang pelrelmpuan. Namu juga, 

suami tidak harus melnjadi pelmimpin arolgan untuk istrinya. 

Kelpelmimpinannya adalah melngayolmi dan melndidik guna 

melmpelrlihatkan diri selbagai pelmimpin telrbaik. 

c. Melngikuti Telmpat Tinggal Suami 

Kelwajiban selolrang istri adalah melngikuti dimana suami belrtelmpat 

tinggal, apakah itu di rumah olrang tua atau di telmpat kelrjanya.  

d. Melmellihara Kelholrmatan Diri dan Harta Saat Suami Tak Ada 

Dipelrlukan selsuatu usaha untuk saling melnjaga supaya tidak 

telrjadi hal-hal yang tidak selmelstinya telrjadi. Telrmasuk selolrang istri     

yang melnjaga harta dan kelholrmatannya tatkala suaminya tidak ada, itu  

adalah bagian dari pelngabdian diri kelpada Allah Swt. Bagaimana 

selolrang istri bisa melnjaga amanah yang dibelrikan ollelh suaminya. 

e. Melngabdikan Diri Kelpada Suami dalam Melngurus Anak-Anaknya 
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Selpatutnya selolrang istri belrusaha delngan baik dan melngabdikan 

diri kelpada suami dalam hal-hal yang dipelrbollelhkan ollelh agama. 

Melmbelrikan pellayanan yang akan melmbuat bahagia suaminya 

f. Melnutupi Aib Suami 

Diantara kelwajiaban istri adalah melnutup aib suami yang akan 

melrusak hubungan antara keldua pasangan. Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pelrdata yang dipakai dalam pelrkawinan selbellum 

adanya Undang-Undang Nolmolr 1 Tahun 1974, keldudukan istri masih 

bellum selimbang delngan keldudukan suami. Hal ini dapat dilihat dari bab 

5 KUH Pelrdata melngelnai kelwajiban suami istri antara lain:63 

1) Suami istri wajib seltia satu sama lain, saling melnollolng dan saling 

melmbantu (Pasal 103 KUH Pelrdata). 

2) Suami istri delngan pelrkawinannya, tellah saling melngikat diri untuk 

melmellihara dan melndidik anak melrelka (pasal 105 KUH Pelrdata). 

3) Suami adalah kelpala rumah tangga, selbagai kelpala rumah tangga ia 

wajib melmbelri bantuan kelpada istrinya atau tampil untuknya di 

muka hakim (Pasal 110 KUH Pelrdata). 

4) Suami wajib melngurus harta kelkayaan pribadi si istri juga harta 

kelkayaan belrsama selbagai selolrang kelpala rumah tangga yang baik 

dan belrtanggung jawab atas selgala kellalaian dalam pelngurusan itu, 

kelcuali bila diisyaratkan selbaliknya (Pasal 105 KUH Pelrdata).  

 
63  Motlan Gultom, “Faktor-faktor yang Menjadikan Perceraian di dalam Lingkungan 

Keluarga Menurut UU No. 1 Tahun 1974”, Jurnal Rectum Vol. 2 No. 2, Juli 2020, hlm. 191. 
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5) Istri harus patuh kelpada suaminya dan wajib tinggal selrumah delngan 

suaminya. Ia harus melngikuti suaminya dimanapun dianggapnya 

pelrlu untuk belrtelmpat tinggal (pasal 106 KUH Pelrdata).  

6) Suami wajib melnelrima istrinya di rumah yang ditelmpatinya, 

mellindungi istrinya dan melmbelrinya apa saja yang pelrlu, selsuai 

delngan keldudukan dan kelmampuannya (Pasal 107 KUH Pelrdata). 

7) Walaupun istri kawin diluar harta belrsama, atau delngan harta belnda 

telrpisah, dia tidak dapat melnghibahkan, melmindahtangankan, baik 

selcara cuma-cuma maupun delngan belban, tanpa bantuan suami 

dalam akta atau izin telrtulis. 

8) Melngelnai pelrbuatan atau pelrjanjian yang dibuat ollelh istri yang 

melnyangkut pelmbellanjaan rumah tangga biasa dan selhari-hari, juga 

melngelnai pelrjanjian pelrburuhan yang diadakan ollelhnya selbagai 

majikan untuk kelpelrluan rumah tangga, undang-undang 

melnganggap bahwa ia tellah melndapat pelrseltujuan dari suaminya. 

D. Teori Hukum Yang Berkaitan Dengan Putusan 

Putusan hakim pada dasarnya melrupakan prolsels ilmiah delngan 

hakim selbagai prolsels utamanya. Hakim melmelgang pelranan selntral dalam 

melmbuat suatu putusan atas selngkelta yang seldang ditanganinya, 

implelmelntasi hukum dalam putusan hakim melngacu pada kelrangka pikir 

telrtelntu yang dibangun selcara sistelmatik. Dolktrin atau telolri hukum 

melmelgang pelranan pelnting dalam melmbimbing hakim melnyusun putusan 
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yang belrkualitas dan mampu melngakolmoldir tujuan hukum yaitu keladilan, 

kelpastian, dan kelmanfaatan hukum.64  

1. Telolri Keladilan Hukum 

Arti keladilan melnurut Aristoltellels adalah melmbelrikan kelpada 

seltiap olrang apa yang melnjadi haknya, (fiat jutitia belrelat mundus). Ia 

selbagai selolrang filsolf pelrtama kali, melrumuskan kolnselp ini. Seldangkan 

melnurut Justinian melngatakan bahwa keladilan adalah kelbijakan yang 

melmbelrikan hasil, bahwa seltiap olrang melndapat apa yang melrupakan 

bagiannya.65 

Dalam pellaksanaan atau pelnelgakan hukum, masyarakat selnantiasa 

belrharap agar nilai-nilai keladilan sellalu telrcelrmin. Hukum selbagai suatu 

elntitas yang melngikat seltiap individu diharapkan mampu 

melnyamaratakan tanpa melmandang status ataupun pelrbuatan manusia. 

Sehingga akan tercipta keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang 

adil bagi semua individu dalam sistem hukum.  

2. Telolri Kelpastian Hukum 

Melnurut Sudiknol Melrtolkusumol, kelpastian hukum adalah selbuah 

jaminan bahwa hukum telrselbut dapat dijalankan delngan baik.66 

 
64 Asnawi Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim (Yogyakarta: UII Press, 2014). Hlm. 50. 
65 Subhan Amin, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat”, El-

Afkar, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 6. 
66 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2021), hlm 21. 
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Dalam kolntelks ini, kelpastian hukum melngharuskan pellaksanaan 

dan pelnelgakan hukum yang telgas untuk seltiap pelristiwa kolnkrelt, dan 

tidak bollelh ada pelnyimpangan. 

3. Telolri Kelmanfaatan Hukum 

Fungsi hukum melnurut Jelrelmy Belntham adalah untuk melmbelrikan 

nilai kelmanfaatan dan kelbahagiaan telrbelsar telrhadap selbanyak-

banyaknya masyarakat. 67  Pellaksanaan atau pelnelgakan hukum harus 

melmbawa manfaat bagi manusia, dan ollelh karelna itu, Masyarakat 

belrharap agar tidak ada kelrelsahan yang timbul dalam prolsels telrselbut.68 

  

 
67 Ainullah, “Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan 

Pembatasan Usia Pernikahan”, Jurnal Study KeIslaman 3, No. 1, 2017, hlm 88.  
68 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), hlm. 35. 
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BAB III 

PUTUSAN PERKARA PERMOHONAN CERAI GUGAT PENGADILAN 

AGAMA BANYUMAS NOMOR: 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms 

A. Duduk Perkara Permohonan Cerai Gugat 

Putusan hakim adalah belrsifat sangat pelnting, karelna di dalamnya 

telrdapat selbuah nilai yang dapat belrselntuhan langsung delngan hak-hak asasi 

manusia. Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang melmpunyai kelkuatan 

hukum teltap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan tellah 

melmpunyai kelkuatan hukum teltap apabila dikelluarkan mellalui selbuah 

pelrsidangan yang telrbuka dan transparan dan tidak adanya upaya hukum 

lain yang diajukan, sellain itu putusan hakim yang belrkelkuatan hukum teltap 

adalah putusan hakim yang dituangkan dalam belntuk tulisan delngan diselrtai 

belrbagai prasyarat selbagaimana yang tellah diatur dalam Pasal 197 KUHAP 

Ayat (1) diantaranya huruf (f) dan huruf (h).69  

Putusan celrai gugat yang diajukan ollelh Frelya binti Frelya dan 

dipelrtimbangkan ollelh Pelngadilan Agama pada tingkat pelrtama dalam 

sidang majellis, tellah dijatuhkan. Pelmolholn, yang melrupakan Frelya binti 

Frelya delngan Alamat di Dusun XXXX, Rt. XX Rw. XX, Delsa XXXX, 

Kelcamatan XXXX, Kabupateln Banyumas, melngajukan gugatan telrselbut. 

Kelputusan ini dikelluarkan seltellah mellibatkan pihak yang diwakili selbagai 

 
69 Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara 

Tindak Pidana”, Journal of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 129. 
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Pelmolholn, yakni Frelya binti Frelya, dan Telrmolholn, yang juga adalah Frelya 

binti frelya delngan Alamat di Dusun XXXX, Rt. XX Rw. XX, Delsa XXXX, 

Kelcamatan XXXX, Kabupateln Banyumas. 

Pada tanggal 07 Delselmbelr 2021, Pelmolholn melngajukan pelmolholnan 

gugatan celrai gugat yang telrdaftar di kelpanitelraann Pelngadilan Agama 

Banyumas delngan relgistelr nolmolr 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms. Gugatan 

telrselbut diselrtai delngan melngelmukakakn dalil-dalil selbagai belrikut: 

1. Pada tanggal 22 Marelt 2012, Pelmolholn dan Telrmolholn mellangsungkan 

pelrnikahan di Kantolr Urusan Agama (KUA) Kelcamatan Pelbayuran, 

Kolta Belkasi. Hal ini didukung ollelh bukti belrupa Buku Kutipan Akta 

Nikah tanggal 22 Marelt 2012. 

2. Seltellah pelrnikahan, kelduanya  tinggal di rumah sauldara Telrmolholn 

sellama kurang lelbih 9 (selmbilan) bulan, kelmudian tinggal belrsama di 

kolntrakan 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, dan telrakhir tinggal di rumah 

milik Pelmolholn sellama kurang lelbih 8 (dellapan) tahun 4 (elmpat) bulan. 

3. Pelmolholn dan Telrmolho ln tellah melnjalani kelhidupan rumah tangga 

delngan mellibatkan hubungan suami istri seltellah melnikah, dan seliring 

belrjalannya waktu, melrelka dibelrkahi delngan satu anak laki-laki.   

4. Awalnya, rumah tangga yang melrelka jalani belrlangsung rukun dan 

harmolnis, namun seljak tahun 2013, pelrsellisihan dan pelrtelngkaran 

muncul di antara kelduanya yang diselbabkan karelna Telrmolholn jarang 

melmbelrikan nafkah kelpada Pelmolholn untuk kelbutuhan rumah tangga 

dikarelnakan Telrmolholn masuk pelnjara, dan Telrmolholn selring mellakukan 
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tindak pidana selpelrti (pelncurian, ancaman dan kelkelrasan, kelpelmilikan 

selnjata api illelgal, dll) dan saat ini Telrmolholn dipelnjara. 

5. Bahwa puncaknya, pada bulan Agustus 2021 telrjadi pisah telmpat tinggal 

dikarelnakan Telrmolholn saat ini seldang melnjalankan hukumannya di 

Lelmbaga Pelmasyarakatan Purwolkelrtol dan Pelmolholn teltap tinggal di 

rumah milik Pelmolholn sampai selkarang kurang lelbih 4 (elmpat) bulan. 

6. Bahwa akibat mellakukan tindakan pidana, telrmolholn selkarang masih 

melnjalankan hukuman tahanannya di Lapas Baru Purwolkelrtol. 

7. Bahwa sellama belrpisah telmpat tinggal Telrmolho ln tidak pelrnah melmbelri 

nafkah kelpada Pelmolholn dan sudah tidak melmpeldulikan nasib 

Pelmolholn. 

8. Melskipun delmikian, delngan kolndisi rumah tangga yang selpelrti ini, 

tujuan melmbelntuk kelluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kelkal 

belrdasarkan Keltuhanan Yang Maha Elsa tidak telrcapai, dan Pelmolholn 

tidak rella atau tidak ridhol atas pelrbuatan Telrmo lholn. 

9. Selain itu, Pelmolholn telrcatat selbagai pelnduduk tidak mampu 

belrdasarkan Surat Keltelrangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikelluarkan 

o llelh Kelpala Delsa. 

10. Ollelh karelna itu, Pelmolholn melmolholn untuk dibelbaskan dari selluruh 

biaya yang timbul adanya pelrkara telrselbut. 
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 Melmolholn kelpada Pelngadilan Agama Banyumas agar melmbelrikan 

putusan selbagai belrikut, bahwa belrdasarkan dalil-dalil telrselbut diatas, 

Pelmolholn.  

Primelr: 

1. Pelmolholnan Pelmolholn tellah dikabulkan. 

2. Melnjatuhkan talak satu bain sughrol dari Telrmolho ln kelpada Pelmolholn. 

3. Melneltapkan pelmbelbasan biaya pelrkara hukum. 

Subsidelr: 

1. Melngabulkan gugatan Pelmolholn untuk belrpelrkara selcara Proldelol. 

2. Melmelrintahkan kelpada para pihak untuk mellanjutkan pelrkara ini. 

Berdasarkan pada pemaparan di atas, diketahui bahwa permohonan 

gugat cerai yang dilakukan oleh istri kepada suaminya disebabkan karena 

pelrsellisihan dan pelrtelngkaran yang muncul di antara ke lduanya yang 

dise lbabkan oleh jarangnya pemberian nafkah kelpada pemohon karena 

tergugat masuk pelnjara. Tindakan gugat cerai dengan alasan ini 

diperbolehkan dengan mengacu pada Pasal 19 huruf (c) Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam KHI Pasal 116 

huruf (c) tentang Perceraian. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perceraian 

dapat terjadi apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun 

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

Hak ini diberikan kepada istri karena suami yang dipenjara tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu memberi nafkah, melindungi, 
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dan memelihara istri. Selain itu, suami yang dipenjara tidak dapat memenuhi 

hak-hak istri seperti hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, hak untuk 

mendapatkan tempat tinggal, hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, 

dan keamanan. Sehingga cellrai gu lgat dellngan alasan su lami dipe llnjara dibo llellhkan 

dellngan alasan su lami hilang atau l ghaib.70  

B. Proses Penyelesaian Perkara 

Pada hari pelrsidangan yang tellah ditelntukan Pelngadilan Agama 

Banyumas, Pelmolholn dan Telrmolholn diharapkan dapat hadir untuk 

mellanjutkan pelrkaranya. Hakim yang ditunjuk o llelh Keltua Pelngadilan 

Agama Banyumas untuk melmelriksa dan melngadili pelrkara telrselbut adalah 

selbagai belrikut: 

Hakim Keltua  : Dahroln, S.Ag., M.S.I. 

Hakim anggolta I : Nur Sollichin, S.H.I 

Hakim Anggolta II : Ramadani Fahyudin, S.H.I 

Panitelra Pelngganti : Tiara Mellda Azmila, S.H 

 Sellanjutnya, pada hari sidang yang tellah diteltapkan, Pelmolholn 

datang melnghadap kel muka sidang. Di sisi lain, Telrmolholn tidak hadir atau 

melngirim wakil atau kuasa hukumnya melskipun tellah direlsmikan panggilan 

selcara relsmi pada tanggal 08 Delselmbelr 2021, selbagaimana telrtelra dalam 

rellaas Nolmolr 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms yang dibacakan dalam sidang. 

 
70 Muhammad Ali Syarthawi, Syarh Qanun al-Akhwal asy-Syakhshiyyah (Amman: Dar al-

Fikr, 2010), hlm. 304. 
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Tidak ada bukti yang melnunjukan bahwa keltidakhadiran telrselbut 

diselbabkan ollelh alasan yang sah.  

 Majellis hakim melmbelrikan nasihat kelpada Pelmolholn agar 

melmpelrtimbangkan untuk tidak belrcelrai delngan Telrmolholn. Melskipun 

delmikian, Pelmolholn teltap pada dalil-dalil gugatannya untuk belrcelrai delngan 

Telrmolholn. 

 Pelrkara ini tidak dapat dimeldiasi karelna Telrmolholn tidak pelrnah 

melnghadiri panggilan relsmi dan patut, selhingga pelmelriksaan dimulai 

delngan melmbacakan surat gugatan Pelmolholn. Kuasa pelmolholn teltap 

melmpelrtahankan maksud dan isinya. 

 Delmi melmpelrkuat dalil-dalil gugatan, Pelmolholn tellah melngajukan 

alat-alat bukti belrupa: 

1. Bukti Surat  

a. Foltolkolpi Kartu Tanda Pelnduduk, yang tellah dibelri matelrai yang 

cukup dan diselsuaikan delngan dolkumeln aslinya (Bukti P.1.) 

b. Foltolkolpi Kutipan Akta Nikah Nolmolr: XXX.XX.III.2012 tanggal 

22 Marelt 2012, yang tellah dibelri matelrai yang cukup dan tellah 

diselsuaikan delngan aslinya (Bukti P.2.) 

2. Bukti Saksi 1 

Saksi 1, yang belrnama Frelya bin Frelya dan belrumur 54 tahun, 

belragama Islam, melmbelrikan kelsaksian di pelrsidangan seltellah 

belrsumpah di hadapan majellis hakim. Kelsaksian telrselbut melrinci hal-

hal belrikut:   



54 
 

 

a. Saksi adalah kakak kandung. 

b. Pelmolholn dan Telrmo lholn melnikah pada tahun 2012. 

c. Pelmolholn dan Telrmolholn tellah melmiliki 1 olrang anak seljak 

pelrnikahan telrselbut. 

d. Seljak tahun 2013, saksi selring melnyaksikan dan melndelngar adanya 

pelrtelngkaran antara Pelmolholn dan Telrmolholn. Saksi melngeltahui 

bahwa pelrmasalahan telrselbut diselbabkan ollelh kurangnya dukungan 

finansial dari Telrmo lholn kelpada Pelmolholn karelna Telrmolholn tellah 

dipelnjara. 

e. Pelmolholn dan Telrmo lholn tellah belrpisah rumah sellama 5 (lima) bulan, 

delngan catatan bahwa Telrmolholn saat ini seldang melnjalani hukuman 

pidana di Lelmbaga Pelmasyarakatan Purwolkelrtol.  

f. Melskipun tellah ada upaya dari saksi dan kelluarga untuk 

melndamaikan, namun hasilnya tidak melmbuahkan kelsukselsan. 

g. rumah tangga antara Pelmolholn dan Telrmolholn, melnurut kelsaksian, 

tellah melncapai titik yang tidak dapat dilanjutkan lagi, tanpa adanya 

harapan untuk Belrsatu Kelmbali. 

3. Bukti Saksi 2 

Bahwa melnurut keltelrangan saksi 2, yang belrnama Frelya Bin 

Frelya, belrumur 51 tahun, belragama Islam, yang tellah melmbelrikan 

pelrsaksian di pelrsidangan dan tellah disumpah di hadapan majellis 

hakim, telrdapat fakta-fakta selbagai belrikut: 

a. Saksi adalah teltangga Pelmolholn. 
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b. Pelmolholn dan Telrmo lholn suami istri yang melnikah pada tahun 2012. 

c. Pelmolholn dan Telrmo lholn sudah melmiliki 1 olrang anak. 

d. Seljak tahun 2013, saksi tidak pelrnah mellihat dan melndelngar 

Pelmolholn dan Telrmolholn celkcolk karelna Pelmolholn melngadukan 

Telrmolholn jarang melmbelrikan nafkah, hal ini diselbabkan karelna 

Telrmolholn seldang melnjalani hukuman pidana dan belrada di dalam 

pelnjara. 

e. Pelmolholn dan Telrmo lholn sudah pisah rumah sellama 5 (lima) bulan 

karelna Telrmolholn seldang melnjalani hukuman pidana di Lelmbaga 

Pelmasyarakatan Purwolkelrtol. 

f. Melskipun saksi dan kelluarga sudah belrusaha melndamaikan, upaya 

telrselbut tidak belrhasil. 

g. Saksi melnyatakan bahwa rumah tangga antara Pelmolholn dan 

Telrmolholn sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan tidak ada harapan 

untuk belrsatu kelmbali. 

Dari keltelrangan yang tellah disampaikan ollelh saksi, yaitu Frelya 

bin Frelya delngan usia 51 tahun dan Frelya bin Frelya belrusia 54 tahun, 

kelduanya belragama Islam dan hadir di pelrsidangan untuk melmbelrikan 

keltelrangan selbagi belrikut:  

a. Saksi melnyatakan bahwa dia adalah kakak kandung dan teltangga dar 

Pelmolholn dan Telrmo lholn. 

b. Pelmolholn dan Telrmo lholn suami istri yang melnikah pada tahun 2012. 

c. Pasangan telrselbut tellah melmiliki 1 olrang anak. 
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d. Seljak tahun 2013, saksi selring melnyaksikan pelrtelngkaran antara 

Pelmolholn dan Telrmolholn. Saksi melngeltahui bahwa pelrmasalahan 

utamanya adalah karelna Telrmolholn jarang melmbelrikan nafkah 

kelpada Pelmolholn, hal ini diselbabkan ollelh Telrmolholn yang belrada 

dalam pelnjara. 

e. Pelmolholn dan Telrmo lholn tellah pisah rumah sellama 5 (lima) bulan, 

dan saat ini, Telrmo lholn seldang melnjalani hukuman pidanan di 

Lelmbaga Pelmasyarakatan Purwolkelrtol. 

f. Melskipun sudah ada upayadari saksi dan kelluarga untuk 

melndamaikan, namun Upaya telrselbut tidak belrhasil.  

g. Saksi melnyaksikan bahwa rumah tangga antara Pelmolholn dan 

Telrmolholn sudah tidak dapat dilanjutkan lagi, dan tidak ada harapan 

untuk belrsatu kelmbali. 

Dalam tahap kelsimpulan, Pelmolholn selcara lisan melnyatakan 

kelsimpulan dan melngajukan pelrmolholnan agar putusan yang 

dikelluarkan dapat melngabulkan tuntutan Pelmolholn.  

C. Pertimbangan Hakim 

Seltellah melmpelrtimbangkan maksud dan tujuan pelrmolholnan 

Pelmolholn, selbagaimana telrselbut di atas, selrta melmpelrtimbangkan bahwa 

tidak ada bukti bahwa Telrmo lholn melskipun tellah dipanggil selcara relsmi dan 

patut, tidak hadir di sidang dan keltidakhadirannya karelna ada hambatan 

hukum. 
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Delngan melngingat bahwa, selsuai delngan keltelntuan Pasal 26 ayat 

(1) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 9 tahun 1975, telrmolholn yang dipanggil 

selcara relsmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan harus 

dipelriksa selcara velrstelk. Ollelh karelna itu, putusan atas pelrkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Telrmolholn (velrstelk). 

Melnimbang, bahwa belrdasarkan keltelntuan pasal 39 Undang-undang 

Nolmolr 1 tahun 1974, jol. Pasal 65 Undang-undang Nolmolr 7 tahun 1989, 

yang tellah melngalami pelrubahan delngan Undang-undang Nolmolr 3 Tahun 

2006 dan telrakhir diubah delngan Undang-undang Nolmolr 50 Tahun 2009, 

jol. Pasal 115 Kolmpilasi Hukum Islam, majellis hakim dalam seltiap tahap 

pelrsidangan, tellah belrupaya selmaksimal mungkin melmbelrikan nasihat 

kelpada Pelmolholn agar belrsabar dalam melmbangun rumah tangga yang 

rukun dan harmolnis. Namun, upaya telrselbut tidak belrhasil, selhingga 

pelnyellelsaian pelrkara ini pelrlu dilakukan delngan selgelra.  

Melnimbang, bahwa Telrmolholn tidak pelrnah hadir pada pelrsidangan 

dalam pelrkara aquol, Majellis tidak dapat melminta keldua pihak untuk 

mellakukan meldiasi. Faktanya, untuk melmungkinkan meldiasi dilaksanakan, 

selmua pihak yang telrlibat dalam kasus telrselbut harus hadir di pelrsidangan, 

selsuain delngan keltelntuan Pasal 7 tahun 2008.  

Karelna putusan yang dibuat tanpa kelhadiran Telrmolholn dianggap 

sah dan belralasan selsuai delngan Pasal 125 ayat (1) HIR, majellis 

melmbelrikan tanggung jawab kelpada Pelmolholn untuk melmbuktikan dalil 

gugatannya. 
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Dalam pelrtimbangan ini, pelrlu dicatat bahwa Pelmolholn tellah 

melnyampaikan alat bukti belrupa surat P.1 dan P.2, selrta mellibatkan dua 

olrang saksi, delngan tujuan untuk melnguatkan argumelnnya.  

Belrdasarkan dasar keltelntuan Pasal 165 HIR, bukti P.1 dianggap 

melmiliki kelkuatan pelmbuktian yang selmpurna dan melngikat (volllelding eln 

bindelndel belwijskracht), karelna bukti telrselbut selcara lelngkap melnjellaskan 

agama dan telmpat tinggal Pelmolholn, dilelngkapi delngan matelrai cukup, 

belrcacat matelrai, dan selsuai delngan aslinya. Ollelh karelna itu, bukti telrselbut 

tellah melmelnuhi syarat baik selcara folrmal maupun matelriil.   

Melnimbang, bahwa bukti P.2 melrupakan akta autelntik yang tellah 

dicap matelrai selcara melmadai, belrlambang noltaris, dan selsuai delngan 

keladaan aslinya, yang melnjellaskan selcara telgas hubungan suami istri antara 

Pelmolholn dan Telrmolholn. Ollelh karelna itu, bukti telrselbut telrpelnuhi 

pelrsyaratan folrmal dan matelriil, selrta melmiliki kelkuatan pelmbuktian yang 

selmpurna dan melngikat (vo llleldig eln bindelndel belwijskracht) selsuai delngan 

keltelntuan Pasal 165 HIR.   

Dalam pelrtimbangan ini, dipelrtimbangkan bahwa belrdasarkan 

keltelntuan Pasal 22 ayat (2) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 9 Tahun 1975, 

Majellis Hakim diwajibkan untuk melmpelrollelh keltelrangan dari pihak 

kelluarga dan atau olrang-olrang yang melmiliki hubungan delkat delngan suami 

istri telrkait adanya pelrsellisihan dan pelrtelngkaran antara Pelmolholn dan 

Telrmolholn.  
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Dalam pelrtimbangan, dikelmukakan bahwa saksi 1 Pelmolholn 

melrupakan kelluarga atau olrang delkat Pelmolholn dan atau Telrmolholn, 

selbagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 9 

Taun 1975 jol. Pasal Kolmpilasi Hukum Islam, saksi 1 Pelmolholn tellah 

melncapai usia delwasa dan tellah disumpah, melmelnuhi syarat folrmal yang 

diteltapkan ollelh Pasal 145 HIR.  

Melnimbang bahwa keltelrangan saksi pelrtama Pelmolholn melngelnai 

hubungan melrelka dan keladaan rumah tangga, yang melrupakan fakta yang 

tellah dilihat dan didelngar selcara langsung, selrta rellelvan delngan bukti yang 

harus dibuktikan ollelh Pelmo lholn, keltelrangan saksi telrselbut melmelnuhi syarat 

matelriil selsuai delngan Pasal 171 HIR dan dapat ditelrima selbagai bukti. 

Dalam pelrtimbangan, keltelrangan saksi 1 dan saksi 2 Pelmolholn 

dianggap selsuai satu sama lain, selhingga keltelrangan telrselbut melmelnuhi 

keltelntuan Pasal 171 dan 172 HIR.  

Melnimbang, bahwa belrdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 

2 Pelmolholn, telrbukti fakta keljadian selbagai belrikut: 

1. Dikeltahui bahwa Pelmolho ln dan Telrmolholn belragama Islam dan Pelmolholn 

belrtelmpat tinggal di wilayah XXXX XXXX. 

2. Pelmolholn dan Telrmolholn melrupakan suami istri yang melnikah pada 

tanggal 22 Marelt 2012 di Kelcamatan Kantolr Urusan Agama Kelcamatan, 

Kolta Belkasi, 

3. Awalnya, rumah tangga Pelmolholn dan Telrmo lholn rukun selrta tellah 

dikaruniai selolrang anak laki-laki belrnama Tristan Juanda Pratama. 
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4. Mulai tahun 2013 hingga saat ini, rumah tangga Pelmolholn dan Telrmolholn 

tidak lagi rukun dan selring belrsellisih dan belrtelngkar. 

5. Pelrsellisihan dan pelrtelngkaran antara Pelmolholn dan Telrmolholn 

diselbabkan ollelh jarangnya Telrmolholn melmbelrikan nafkah kelpada 

Pelmolholn untuk melmelnuhi kelbutuhan rumah tangga, hal ini dikarelnakan 

Telrmolholn masuk pelnjara. 

6.  Akibat pelrsellisihan dan pelrtelngkaran telrselbut, Pelmolholn dan Telrmolholn 

tellah pisah rumah 5 (lima) bulan telrakhir, dan sellama itu kelduanya tidak 

pelrnah belrkumpul selrta tidak mellaksanakan hak dan kelwajibannya 

masing-masing selbagaimana layaknya suami istri. 

7. Melskipun majellis hakim dalam pelrsidangan dan pihak kelluarga 

Pelmolholn dan Telrmolholn tellah belrusaha melnaselhati kelduanya, selrta tellah 

dilakukan upaya musyawarah dua kelluarga untuk melrukunkan melrelka, 

namun selmua upaya telrselbut tidak belrhasil karelan Pelmolholn belrsikukuh 

ingin belrcelrai delngan Telrmolholn. 

8. Keldua saksi melnyatakan bahwa melrelka sudah tidak mampu lagi 

melrukunkan Pelmolholn dan Telrmolholn. Melrelka melngakui kelsulitan dalam 

melrukunkan keldua bellah pihak dan melnyatakan bahwa tidak ada lagi 

harapan untuk melncapai kelsellarasan dalam rumah tangga melrelka.  

Delngan melmpelrtimbangkan fakta-fakta di atas, dapat ditarik kelsimpulan 

bahwa fakta hukum selbagai belrikut:  

1. Pelmolholn dan Telrmolholn berlragama Islam selrta tinggal di wilayah 

yuridiksi Pelngadilan Agama Banyumas. 
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2. Pelmolholnan delngan Telrmolholn melrupakan pasangan suami istri yang 

sah. 

3. Rumah tangga Pelmolholn dan Telrmolholn melngalami keltidakrukunan, 

telrmanifelstasi dalam pelrsellisihan dan pelrtelngkaran yang telrus 

belrlangsung selcara belrkellanjutan. 

4. Melskipun tellah dilakukan upaya maksimal untuk melrukunkan 

Pelmolholn dan Telrmolholn, namun hasilnya tidak melmuaskan. 

5. Rumah tangga Pelmolholn dan Telrmolholn tellah melngalami kelreltakan 

(marriagel brelakdolwn), selhingga tidak mungkin dipelrtahankan lagi, 

selsuai delngan kolnselp (olnhelell baartwelelspalt). 

6. Alasan pelrcelraian Pelmolholn tidak belrsumbelr dari pelrbuatan yang 

mellanggar hukum. 

Delngan melmpelrtimbangkan fakta-fakta selbellumnya, majellis 

melnyimpulkan bahwa, melskipun upaya telrbaik tellah dilakukan untuk 

melnjalin kelrukunan antara Pelmolholn dan Telrmolholn, rumah tangga 

Pelmolholn dan Telrmolholn tidak lagi rukun dan tellah telrjadi pelrsellisihan 

belrkellanjutan di antara melrelka. Pelmolholn teltap belrsikukuh untuk belrcelrai, 

melnunjukkan kelbelncian yang kuat dari Pelmolho ln telrhadap Telrmolholn, 

selsuai delngan keltelntuan majellis hakim, belrikut ini adalah dasar pelndapat 

fikih yang telrmuat dalam kitab Al-Iqna, bab II, pasal 133 yang diteltapkan 

selbagai pelndapat Majellis: 

 واذا اشتد عدم غبه الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة 
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 Artinya: “Disaat istri tellah melmuncak rasa tidak suka telrhadap 

suaminya, maka hakim dipelrkelnankan melnjatuhkan talak (suami) 

nya delngan talak satu”. 

Melnurut kaidah fikih, diutamakan melnollak mafsadat daripada 

melngharapkan mashlahat. Hal ini selbagaimana keltika melmpelrtahankan 

keladaan rumah tangga yang pelcah, dapat melnimbulkan kelburukan yang 

lelbih belsar: 

 درء المفاسد مقدم علىجلب المصال 
Artinya: “Melnollak kelrusakan lelbih didahulukan dari pada 

melngambil kelbaikan”. 

Delngan melmpelrtimbangkan bahwa Pelmolho ln dan Telrmolholn tellah 

melnjalani kelhidupan selbagai suami istri (seltellah datangnya waktu tinggal 

belrsama) sellama masa pelrkawinan melrelka, dan tidak pelrnah melngalami 

pelrcelraian, selbagaimana telrlihat dari pelrubahan NTR di P2, maka majellis 

akan melmbelrikan pelrseltujuan telrhadap gugatan Pelmolholn delngan 

melngucapkan satu talak ba’in selsuai delngan Pasal 119 ayat (2) huruf (c), 

Kolmpilasi Hukum Islam.  

Delngan melmpelrtimbangkan bahwa talak satu ba'in sughra adalah 

talak yang dibelrikan ollelh hakim atas pelrmintaan selolrang istri, yang belrarti 

bahwa seltellah talak satu ba'in sughra diteltapkan, pasangan yang tellah 

melnikah tidak dapat kelmbali belrsama kelcuali delngan akad nikah baru. 

Selbagaimana polko lknya telrtelra dalam amar putusan, majellis 

belrkelsimpulan belrdasarkan pelrtimbangan-pelrtimbangan di atas.  
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D. Putusan Majelis Hakim  

Delngan melmpelrtimbangkan dan melrujuk pada dasar hukum Islam, 

melninjau pasal-pasal yang telrcantum dalam pelraturan pelrundang-undangan 

di Indolnelsia yang belrselsuaian delngan pelrkara ini, majellis hakim melngambil 

kelputusan selbagai belrikut:  

1. Telrgugat tidak hadir dalam pelrsidangan melskipun tellah melnelrima 

panggilan relsmi. 

2. Gugatan yang diajukan Pelnggugat ditelrima selcara velrstelk. 

3. Majellis Hakim melmbelrikan putusan talak satu ba’in shughra telrhadap 

Telrgugat (TElRGUGAT) atas Pelnggugat (PElNGGUGAT). 

4. Pelnggugat dibelbaskan dari kelwajiban melmbayar biaya pelrkara.  
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT DENGAN 

ALASAN SUAMI DIPENJARA 

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas 

Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms 

Hasil prolsels pelrsidangan di pelngadilan adalah kelputusan hakim. 

Melngingat pelngadilan melrupakan telmpat telrakhir olrang melncari keladilan, 

maka kelputusan hakim harusnya dapat melngakolmoldir pelrmintaannya. Hakim 

wajib melmpelrtimbangkan tiga faktolr dalam melngambil kelputusan dalam 

bidang ini yaitu aspelk keladilan hukum, kelmanfaatan hukum, dan kelpastian 

hukum. 71 Belrdasarkan kasus yang tellah dipaparkan diatas, majellis hakim 

belrkelsimpulan, putusnya pelrkawinan Pelmolholn dan Telrmolholn karelna adanya 

pelrsellisihan dan pelrbeldaan pelndapat di antara melrelka. Ollelh karelna itu, 

melmpelrtahankan rumah tangga dalam keladaan selpelrti itu selbelnarnya lelbih 

banyak melrugikan daripada melnguntungkan. Pasal 1 Undang-Undang Nolmolr 

1 Tahun 1974 jol Pasal 3 Kolmpilasi Hukum Islam, selrta Surat ar-Rum [30] ayat 

21 Al-Qur’an, melnelgaskan bahwa tujuan dari pelrkawinan tidak telrwujud. Jika 

Pelmolholn dan Telrmolholn melmaksakan melmpelrtahankan, hal telrselbut dapat 

melnimbulkan mafsadat yang lelbih belsar daripada manfaatnya. Ollelh karelna itu, 

 
71 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 21. 
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melninggalkan mafsadah dianggap lelbih utama daripada melncari 

kelmaslahatan, selsuai delngan Qolidah Fiqhiyah.  

Dalam polsita dan peltitum yang disampaikan Pelmolholn dalam 

gugatannya, alasan dipelnjara melnjadi pelmicu timbulnya pelrsellisihan dan 

pelrtelngkaran. Alasan pelrsellisihan telrus melnelrus pasalnya bukan (c), 

mellainkan (f).  Majellis hakim melmutus pelrkara telrselbut delngan dasar bahwa 

pasal (c) tidak telpat. Hal ini diselbabkan ollelh alasan pelrsellisihan yang tidak 

telrkait delngan pelmasyarakatan. Keltika melngajukan celrai delngan pasal (c), 

Pelmolholn diwajibkan melmiliki salinan putusan pelngadilan yang melmutus 

pelrkara, belselrta keltelrangan yang melnyatakan bahwa putusan telrselbut tellah 

melmpunyai hukum teltapl. Namun, dalam putusan pelrkara Nol. 

1930/Pdt.G/2021/PA.Bms, Pelmolholn tidak mellampirkan bukti salinan putusan 

pelrkara telrselbut.  

Dalam analisis ini, pelnulis melnyimpulkan bahwa majellis hakim 

melmutus pelrkara telrselbut seltellah melnilai adanya pelrtelngkaran dan 

pelrsellisihan yang belrkellanjutan. Kelputusan ini dapat dipahami selsuai delngan 

bunyi pelrtimbangan hakim pada salinan putusan. Dalam hal ini, belrdasarkan 

fakta-fakta yang tellah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah 

tangga Pelmolholn dan Telrmolholn melngalami pelrpecaharrpecahan (marriagel 

brelakdolwn). Ollelh karelna itu, rumah tangga Pelmolholn dan Telrmolholn sudah 

tidak melmungkinkan untuk dipelrtahankan lagi, selsuai delngan bunyi 

pelrtimbangan hakim pada salinan putusan yang melnyelbutkan bahwa rumah 
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tangga telrselbut sudah tidak melmiliki harapan untuk dipelrtahankan lagi (olnhelell 

baartwelelspalt).72  

Majellis hakim telrselbut melngadili belbelrapa pelrkara yang selcara 

ringkas melncakup belbelrapa telo lri hukum, telrmasuk di dalamnya:  

1. Telolri Keladilan Hukum  

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, karena memang 

tujuan dari hukum adalah tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat. 

Keadilan dalam hukum adalah prinsip yang mengacu pada keseimbangan, 

kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem 

hukum. Sehingga setiap manusia memiliki hak dan perlakuan yang sama di 

mata hukum. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu segala hal yang 

menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu keyakinan yang 

hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan 

negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan bagi setiap orang.73 

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan yang 

dapat dikatakan adil apabila telah disepakati. Sehingga keadilan baru dapat 

tercapai ketika terdapat kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. 

Perjanjian ini tidak hanya mencakup lingkungan individu dengan individu, 

melainkan juga seperti perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan 

terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak salah satu 

 
72 Salinan Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms 
73  M. Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum 

(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85. 
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pihak tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan 

bersama.74 

Ditinjau dari aspelk ini, putusan Pelngadilan Agama Banyumas No l. 

1930/Pdt.G/2021/PA.Bms melnurut pelnulis belum bisa dikatakan adil. 

Karelna dalam pelnelgakan hak keladilan dan asas pelrlakuan yang sama di 

hadapan hukum (elquality belfolrel thel law), selama prolsels di pelrsidangan 

Telrmolholn bellum melndapatkan hak yang sama delngan Pelmolholn yakni hadir 

di persidangan. Melnurut pelnulis, keltidakhadiran ini bukan diselbabkan ollelh 

faktor kelinginan pribadi, melainkan dipelngaruhi ollelh belberapa faktolr 

seperti relgulasi yang belrlaku di Pelngadilan Agama dan lembaga 

pelmasyarakatan hingga stigmatisasi masyarakat telrhadap kurangnya 

urgelnsi kehladiran narapidana dalam prolsels pelrsidangan. Ollelh karelna itu, 

sollusi bagi Telrmolholn yang belrstatus tahanan atau narapidana tidak akan 

ditelmukan mellalui pelndelkatan ini.  

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan yang disebutkan bahwa narapidana berhak: 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. Menyampaikan keluhan; 

 
74  Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat (Jakarta: 

Kencana, 2017), hlm. 217-218. 
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f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang; 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya; 

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga; 

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Dengan berdasarkan pada hak mendapatkan hak-hak lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pihak tergugat 

seharusnya dapat menerima surat panggilan atau surat gugatan dari 

pengadilan atas kasus perceraian yang dilayangkan oleh penggugat. Namun, 

pada realitanya pengantaran surat panggilan tersebut di antarkan 

berdasarkan pada alamat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

tergugat. Oleh karenanya, baik pihak tergugat maupun LP tidak mengetahui 

adanya panggilan dari pengadilan. Sehingga karena ketidaktahuannya maka 

tergugat tidak menghadiri persidangan dan juga tidak menyuruh orang 

mewakilinya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tentu dalam 

pemeriksaan perkara mendasar pada Pasal 125 HIR/149 RBG dengan 
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gugatan patut untuk dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila 

ternyata menurut pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar 

hukum atau tidak beralasan. Sebagaimana dijelaskan dalam HIR Pasal 122, 

Pasal 388 dan Pasal 390, panggilan dianggap sah apabila memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. Dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal 

ini adalah Jurusita/Jurusita Pengganti (Pasal 388). Sebagai seorang 

pejabat berwenang, kewenangan jurusita/jurusita pengganti dibatasi 

wilayah yurisdiksi. Oleh karena itu, Ia tidak berwenang memanggil pihak 

berperkara yang berada di luar wilayah yurisdiksinya sehingga 

dilakukakanlah sistem delegasi panggilan. 

b. Harus disampaikan kepada pihak berperkara langsung di tempat 

tinggalnya atau tempat kediamannya, jika ditempat 

tinggalnya/kediamannya tidak bertemu langsung, panggilan disampaikan 

kepada Kepala Desa (Pasal 390 ayat 1). 

c. Apabila pihak berperkara meninggal dunia, panggilan/pemberitahuan 

disampaikan kepada ahli warisnya.  Jika ahli warisnya tidak diketahui, 

panggilan disampaikan kepada kepala desa (Pasal 390 ayat 2). 

d. Apabila pihak berperkara yang dipanggil/diberitahukan tidak diketahui 

tempat tinggalnya, panggilan/pemberitahuan disampaikan melalui 

Bupati dan kemudian diumumkan melalui media pengumuman 

pengadilan (Pasal 390 ayat 3). 
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e. Adapun kriteria patut adalah waktu antara diterimanya panggilan dengan 

hari penyelenggaraan persidangan adalah tidak kurang dari 3 (tiga) hari 

(Pasal 122). 

Dengan demikian, suami yang sedang mendekam di penjara tentu 

tidak dapat mengetahui atau bahkan menerima surat panggilan dari 

pengadilan karena tidak berada di tempat tinggalnya. Kecuali salah satu dari 

pihak pengganti yang berhak menerima surat panggilan sebagaimana 

disebutkan dalam ketentuan Pasal 388 dan Pasal 390 HIR terdapat yang 

menerima dan mengantarkan surat panggilan tersebut ke lembaga 

pemasyarakatan tempat Termohon berada. Apabila tidak ada yang 

menyampaikan surat tersebut, tentu Termohon tidak mengetahui panggilan 

yang dilayangkan oleh pengadilan. 

2. Telolri Kelpastian Hukum 

Belrdasarkan pelrkara yang tellah dipaparkan majellis hakim 

melmbelrikan kelputusan melngelnai pelrcelraian yang diajukan ollelh Pelmolholn 

delngan belrdasarkan pada belbelrapa dasar hukum selpelrti pasal 116 

Kolmpilasi Hukum Islam, Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nol. 1 Tahun 1974 

dan pasal 19 PP Nol. 9 Tahun 1975 bahwa apabila ada olrang yang ingin 

mellakukan pelrcelraian harus melmiliki belbelrapa alasan-alasan pelrcelraian, 

dari pasal ini melnyatakan dasar alasan pelrcelraian yaitu, pelrtama, salah satu 

pihak belrbuat zina atau melnjadi pelmabuk, pelmadat, pelnjudi, dan lain 

selbagainya yang sukar diselmbuhkan. Keldua, salah satu pihak melninggalkan 

yang lain sellama 2 (dua) tahun belrturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan 



71 
 

 

tanpa alasan yang sah atau karelna hal lain di luar kelmampuannya. Keltiga, 

salah satu pihak melndapat hukuman pelnjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lelbih belrat seltellah pelrkawinan belrlangsung. Kelelmpat, salah satu pihak 

mellakukan kelkeljaman atau pelnganiayaan belrat yang melmbahayakan 

telrhadap pihak lain. Kellima, salah satu pihak melndapat cacat badan atau 

pelnyakit yang melngakibatkan tidak dapat melnjalankan kelwajibannya 

selbagai suami/istri. Kelelnam, antara suami istri telrus melnelrus telrjadi 

pelrsellisihan dan pelrtelngkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga.75 

Adapun majellis hakim melmutus pelrkara ini mellihat dari fakta 

hukum selbagai belrikut: 

1. Bahwa Pelnggugat dan Telrgugat sudah tidak rukun, tellah telrjadi 

pelrsellisihan dan pelrtelngkaran yang telrus melnelrus. 

2. Bahwa Pelnggugat dan Telrgugat tidak ada harapan untuk 

dipelrtahankan lagi (o lnhelell barrtwelelspalt). 

Delngan dasar pasal 19 huruf (f) PP No l. 9 Tahun 1975, majellis 

hakim melmutuskan pelrkaranya belrdasarkan fakta hukum di atas. 

Kelputusan telrselbut didasarkan pada fakta hukum yang keldua, yaitu 

bahwa rumah tangga Pelmolholn dan Telrmolholn tellah belnar-belnar reltak 

dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. 

 
75 Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: PT Rafika Aditama, 2016), hlm 

103-104. 
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Melnurut pelnulis, putusan majellis hakim melmutus pelrkara Nol. 

1930/Pdt.G/2021/PA.Bms sudah telpat bila ditinjau dari aspelk kelpastian 

hukum, karelna hakim dalam melngadili tellah mellihat dari fakta-fakta 

hukum yang ada yakni bahwa antara Pelmolholn dan Telrmolholn tidak ada 

harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga. 

3. Telolri Kelmanfaatan Hukum 

Melnurut pelnulis aspelk kelmanfaatan sudah telrpelnuhi karelna 

putusan telrselbut sudah melmbelrikan manfaat bagi selmua olrang. Dalam 

pelrkara ini, aspelk kelmanfaatan bagi Pelmolholn dan Telrmolholn adalah 

tellah dibelrikan kelpastian hukum yakni belrupa pelrcelraian dan apabila 

rumah tangga ini teltap dipelrtahankan akan melndatangkan 

kelmadholroltan, selbagaiman jika dilihat dari selgi suaminya dipelnjara 

Pelmolholn tidak dapat dibelrikan nafkah ollelh Telrmolholn yakni baik 

nafkah lahir maupun bathin. Untuk melnghindari itu maka sollusinya 

adalah pelrcelraian.     

Dalam pelnjellasan Pasal 19 PP Nol. 9 Tahun 1975 melnjellaskan 

bahwa pelrcelraian dapat dilakukan belrdasarkan alasan-alasan telrtelntu. 

Dalam kolntelks ini, ditelgaskan bahwa pelrsyaratan untuk mellakukan 

pelrcelraian adalah adanya alasan yang melmunculkan keltidakrukunan 

dalam rumah tangga atau keltidakharapan akan kelhidupan yang 

harmolnis di masa delpan, seljalan delngan intelrpreltasi Mahkamah Agung 

relpublic Indolnelsia mellalui yurisprudelnsi nolmolr 38 K/AG/1990, tanggal 

5 Olktolbelr 1991. Prinsip yang melndasari pelnanganan pelrkara pelrcelraian 
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adalah kolnselp pelcahnya rumah tangga (brolkeln marriagel), selhingga 

folkus utama tidak selharusnya telrleltak pada melneltukan siapa yang 

belrsalah dalam kolnflik yang melmicu pelrcelraian. Lelbih rellelvan adalah 

pelmahaman melndalam telrhadap keladaan selbelnarnya yang telrjadi di 

dalam rumah tangga Pelmolholn dan Telrmolholn. 

Pasal huruf (a) sampai delngan huruf (h) adalah alasan-alasan 

pelrcelraian belrsifat altelrnatif. Jika salah satu alasan telrselbut telrpelnuhi, 

Pelngadilan Agama dapat melngabulkan pelrcelraian. Pelnting dicatat 

bahwa walaupun alasan-alasan telrselbut tellah telrjadi, namun jika rumah 

tangga teltap harmolnis dan rukun, pelrcelraian tidak dapat dilakukan. 

Alasan Pasal huruf (a) sampai delngan huruf (h) hanya belrfungsi selbagai 

jelmbatan melnuju keltidakrukunan dalam rumah tangga atau kelhilangan 

harapan untuk hidup rukun lagi. Ollelh karelna itu, alasan-alasan telrselbut 

baru belrlaku elfelktif jika akhirnya melnyelbabkan keltidakrukunan atau 

kelhilangan harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Delngan 

kata lain, alasan Pasal huruf (a) sampai delngan huruf (h) melrupakan alat 

bantu untuk melncapai keltelntuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU. Nol. 

1/1974. Selcara khusus, dalam hal alasan pasal 116 KHI huruf (h) 

(pelralihan agama atau murtad), pelnulis belrpelndapat bahwa keltika 

selselolrang sudah murtad, pelrtimbangan rukun atau tidak rukun dalam 

rumah tangga tidak pelrlu dicari, telrutama jika sudah kawin-celrai 

belbelrapa kali dan mellakukan murtad belbelrapa kali, hal ini belrtelntangan 

delngan prinsip akidah Islam.  
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B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Nomor 

1930/Pdt.G/2021/PA.Bms 

Putusan Pelngadilan Agama Banyumas telrhadap gugatan telrselbut, 

yang dikelluarkan delngan putusan Nolmolr 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms pada 

tanggal 14 Delselmbelr 2021, belrtelpatan delngan 9 Jummadil Awwal 1443H, 

melnyatakan hal-hal selbagai belrikut:  

1. Bahwa telrgugat yang tellah dipanggil selcara relsmi dan patut untuk 

melnghadap di pelrsidangan, tidak hadir. 

2. Gugatan pelnggugat ditelrima dan dikabulkan delngan velrstelk. 

3. Telrhadap telrgugat, dijatuhkan talak satu ba’in shughra telrhadap 

pelnggugat. 

4. Pelnggugat dibelbaskan dari kelwajiban melmbayar biaya pelrkara. 

Dalam pelrkara ini, majellis hakim Pelngadilan Agama Banyumas 

melmutuskan untuk melmbelrlakukan talak satu ba’in shughra telrhadap 

Telrmolholn. Kelputusan ini diambil karelna adanya pelrsellisihan dan pelrtelngkaran 

antara Pelmolholn dan Telrmolho ln, yang diselbabkan ollelh kurangnya pelmbelrian 

nafkah dari Telrmolholn kelpada Pelmolholn untuk melmelnuhi kelbutuhan rumah 

tangga. Hal ini telrjadi karelna Telrgugat belrada dalam pelnjara. Ollelh karelna itu, 

majellis mellihat bahwa akibat dari pelrsellisihan dan pelrtelngkaran telrselbut tellah 

melnyelbabkan pelcahnya pelrkawinan antara Pelmolholn dan Telrmolholn (marriagel 

brelakdolwn). Selbagai hasilnya, majellis melnyimpulkan bahwa kelduanya tidak 

dapat lagi disatukan dalam satu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan 
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Rahmah, selsuai delngan keltelntuan Pasal 1 Undang Undang Nolmolr 1 Tahun 

1974 telntang Pelrkawinan jol. Pasal 3 Kolmpilasi Hukum Islam. 

Dalam putusan ini, gugatan yang diajukan ollelh Pelmolholn belrdasarkan 

hukum dan alasan, melnghasilkan kelputusan yang belrsifat velrstelk, karelna 

Telrmolholn tidak hadir, melskipun tellah dipanggil selcara relsmi dan patut. 

Pelngadilan belrupaya melmelnuhi hak-hak keldua bellah pihak, Pelmolholn dan 

Telrmolholn, delngan Pelmolholn melngajukan gugatan karelna melrasa haknya tidak 

telrpelnuhi atau karelna Telrmolho ln mellakukan pelrbuatan mellanggar hukum. Ollelh 

karelna itu, antara Pelmolholn dan Telrmolholn, yang selmula hidup dalam 

kelcolco lkan dan kelharmolnisan dalam belrumah tangga, kini tellah telrputus. 

Analisis pelnulis melnyatakan bahwa majellis kurang telpat dalam 

melmelriksa putusan selcara velrstelk. Dalam kolntelks hukum pelrdata di Indolnelsia, 

dikelnal istilah putusan velrstelk yaitu kelputusan yang dihasilkan karelna salah 

satu pihak tidak hadir dalam pelrsidangan, yang kelmudian belrdampak pada 

kolnselkuelnsi hukum. Kolnselkuelnsinya muncul anggapan keltidaksungguhan 

dalam melnyellelsaikan, anggapan kurang holrmat telrhadap undangan hakim, 

dianggap tidak melmanfaatkan haknya untuk belrtahan di muka hukum, 

dianggap tidak tidak sanggup melmbelri argumelntasi bantahan, selrta dikira 

dapat melnyelbabkan kelrusakan telrhadap pelnggugat keltika hadir. Dalam 

Helrzieln Inlandsc Relglelmelnt (HIR) melngatur bahwa jika telrgugat tidak datang 

tanpa keltelrangan dan pelngganti, maka tuntutan itu ditelrima delngan putusan 

tidak hadir. Hal telrselbut dikelnal delngan putusan diluar hadir (velrstelk). Velrstelk 
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itu selndiri belrarti suatu pelrnyataan bahwa telrgugat tidak hadir pada hari sidang 

pelrtama.76 

Namun, pelmulihan bagi narapidana tidak telraktualisasi delngan baik 

dalam kolntelks pelrcelraian narapidana, melngingat celrminan kelhiangan 

kelmelrdelkaan selbagai satu-satunya pelndelritaan. Hak narapidana untuk 

melnyampaikan pandangannya telrkait pelrmasalahan dalam pelrsidangan 

pelrcelraian tidak telrakolmoldir delngan baik, diselbabkan ollelh belrbagai faktolr. 

Factolr-faktolr telrselbut melliputi pelrnyataan majellis dalam melmutus pelrkara 

selcara proldelol (delngan pihak Telrmolholn dan Pelmolholn telrcatat selbagai 

pelnduduk tidak mampu belrdasarkan SKTM, relgulasi yang belrlaku baik dalam 

ranah Pelngadilan Agama maupun Pelmasyarakatan. Selmelntara dalam hukum 

acara pelrdata, telrdapat asas hakim yang belrbunyi Audi Altelram Partelm, yang 

melngharuskan hakim melndelngarkan pelnjellasan dari selmua pihak untuk 

melnciptakan putusan yang adil, selakan tidak selpelnuhnya ditelrapkan dalam 

kolntelks pelrcelraian narapidana.     

Pelrcelraian di dalam hukum Islam dan di Indolnelsia pada dasarnya 

adalah hak suami. Ia dapat melnggunakannya sampai tiga kali, namun hak itu 

tidak bo llelh digunakan selwelnang-welnang. Jika ia akan melnggunakannya yakni 

melncelraikan istrinya, makai ia harus melmolholn ijin kel Pelngadilan, mellalui 

 
76  Royyan Mahmuda Al’arisy Daulay, Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian 

Narapidana di Penjara (Studi Hukum Kritis pada Putusan Verstek dalam Kasus Cerai Gugat dengan 

Alasan Penjara), Tesis tidak diterbitkan (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2022). 
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Pelrmolholnan Talak. Belgitu juga istelri, melmpunyai hak yang sama, 

selbagaimana hal itu diatur dalam pelrundang-undanga Indolnelsia.77 

Belrdasarkan pelrnyataan yang disampaikan ollelh Bapak Dacelp 

Burhanudi, yang melnjabat selbagai hakim di Pelngadilan Agama Banyumas, 

dapat disimpulkan bahwa Kelputusan yang diambil ollelh para hakim dalam 

melnangani suatu pelrkara umumnya melrujuk pada Pasal 19 huru (f) PP Nol. 9 

Tahun 1975 jol Pasal 116 huruf (f) KHI. Pasal-pasal telrselbut melmbahas alasan 

pelrcelraian, yang mellibatkan keltidakrukunan dalam rumah tangga, adanya 

pelrsellisihan dan pelrtelngkaran belrkellanjutan, selrta kelhilangan harapan untuk 

hidup rukun kelmbali. Dalam kolntelks putusan Pelngadilan Agama Banyumas 

Nol. 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms, dijellaskan bahwa jika Pelmolholn tidak 

melnyelbut dasar gugatannya dalam surat gugat, hakim akan 

melmpelrtimbangkan selgala alasan hukum yang rellelvan untuk melmastikan 

keljellasan pihak yang melnang dan yang kalah dalam pelrkara telrselbut. Alasan 

telrselbut tellah selsuai delngan keltelntuan yang diatur dalam pasal 19 PP Nol. 9 

Tahun 1975 melngelnai pelraturan pellaksanaan dari Undang-Undang Nol. 1 

Tahun 1974. Ollelh karelna itu, alasan telrselbut dapat diakui selbagai dasar yang 

sah untuk telrjadinya pelrcelraian. 

Belrdasarkan putusan ini alasan istri melngajukan celrai gugat, karelna 

suami masuk pelnjara selhingga jarang melmbelri nafkah yang melngakibatkan 

 
77 Jefri Sulthonudin, dkk, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut 

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Legitima, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm 11. 

 



78 
 

 

pelrsellisihan dan pelrtelngkaran yang belrkellanjutan. Akibat dari pelrsellisihan 

telrus melnelrus melnjadikan istri melmpunyai rasa kelbelncian yang melmuncak 

telrhadap suami ollelh karelnanya, majellis hakim melngambil alih pelndapat ahli 

fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133. Selsuai salinan putusan Nol. 

1930/Pdt.G/2021/PA.Bms hakim sudah mellakukan upaya melndamaikan 

pelmolho ln, akan teltapi tidak belrhasil. Dari dalil diatas melnunjukan bahwa istri 

atau pelmolholn sangat melmbelnci suaminya ollelh karelna itu upaya melndamaikan 

tidak belrhasil. 

Bahwa dalam pelrtimbangan hakim rumah tangga pelnggugat dan 

telrggugat sudah tidak bisa dipelrtahankan dan tidak ada harapan untuk 

dipelrtahankan lagi, akan melnimbulkan mafsadat yang lelbih belsar dari pada 

manfaatnya, selsuai delngan kaidah fiqhiyyah. 

Belrdasarkan keltelntua-keltelntuan diatas pelnulis melnyimpulkan bahwa 

pelrkara Nol. 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms telrselbut hakim telntang gugatan 

pelrcelraian karelna suami dipelnjara kurang dari 5 tahun bellum bisa dijadikan 

alasan pelrcelraian, hakim tidak melmutus delngan alasan karelna dipelnjaranya 

selbagaimana dalam pasal 116 KHI huruf (c) selbab waktu dipelnjaranya bellum 

melncukupi karelna minimal pelnjaranya adalah 5 (lima) tahun dan pelmolholn 

melngajukan gugatannya delngan alasan telrjadi pelrsellisihan dan pelrtelngkaran 

yang diselbabkan telrmolholn jarang melmbelrikan nafkah kelpada pelmolholn 

dikarelnakan telrmolholn masuk pelnjara. Belrdasarkan itulah hakim melmutus 

pelrkara ini delngan landasan telrjadi pelrsellisihan dan pelrtelngkaran antara pihak 

yang belrpelrkara selbagaimana dalam pasal 116 KHI huruf (f). Majellis dalam 
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melngadili dan melmelriksa pelrkara telrselbut, jika dilihat dari dalil-dalil gugatan 

pelmolho ln, hakim bellum selmuanya melmbuktikan polsita dari gugatan pelmolholn. 

Selmelntara itu, dalam putusan hakim jika ditinjau dari tiga unsur aspelk yakni 

aspelk keladilan hukum, aspelk kelpastian hukum, dan aspelk kelmanfaatan 

hukum, dari tiga aspelk telrselbut tidak selmuanya telrpelnuhi selpelrti aspelk 

keladilan hukum. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kelsimpulan dapat diambil belrdasarkan hasil pelnellitian dan 

pelmbahasan yang tellah disampaikan:  

Dalam pelrkara nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms, majelis hakim 

memutuskan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat 

menggunakan alasan Termohon dipenjara, karena masa kurungan 

Termohon masih kurang dari lima tahun. Sehingga dasar percerain atau 

alasan yang digunakan hakim adalah terjadinya konflik berkepanjangan 

antara kedua belah pihak. Oleh karenanya, majelis hakim memutuskan 

jatuhnya talak ba’in sughra kepada istri sebagai akibat dari keretakan rumah 

tangga telrselbut yang sudah tidak me lmiliki harapan untuk dipe lrtahankan lagi 

(olnhelell baartwelelspalt). 

Ditinjau dari aspelk keadilan hukum, putusan Pelngadilan Agama 

Banyumas No l. 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms belum bisa dikatakan adil, karena 

Termohon tidak menghadiri persidangan. Lalu, ditinjau dari aspelk kelpastian 

hukum, putusan tersebut memberikan kepastian terhadap status perkawinan. 

Sedangkan menurut aspe lk kelmanfaatan, menunjukan bahwa suami istri 

telah bercerai sehingga tidak terjadi pertikaian. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan 

penelitian ini yaitu, bagi pelnulis sellanjutnya helndaknya lelbih melningkatkan 

pelnellitian yang belrhubungan delngan pelrlindungan hukum bagi hak-hak 

narapidana dalam kasus hukum pelrdata selpelrti pelrcelraian dan bagaimana 

pelrtimbangan hakim apakah hak-hak narapidana yang telrsandung kasus 

pelrcelraian sudah dibelrikan keladilan selsuai delngan selmelstinya.
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